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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Negara Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi1. Sebagai 

negara yang sangat besar, tanah air Indonesia mempunyai berbagai produk khas 

dengan keunikannya masing-masing. Selain sumber daya alam, Indonesia juga kaya 

akan cara hidup orang-orang yang dapat menghasilkan imajinasi khusus, yang 

diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya dan oleh karena itu kepemilikannya 

bersifat kolektif.2 Keanekaragaman kekayaan alam tersebut haruslah kita manfaatkan 

dengan baik bukan hanya untuk melestarikan kebudayaan akan tetapi juga untuk 

meningkatkan perekonomian Negara Indonesia.  

Sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 33, Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28 

Huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (selanjutnya 

disingkat UUD 1945) merupakan dasar dari perkembangan perekonomian Indonesia 

berlandaskan atas kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan 

keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Dasar hukum sistem 

perekonomian yang berlaku di Indonesia tersebut tentunya memiliki pengaruh yang 

besar bagi perkembangan zaman dan perdagangan bebas yang mana dalam hal ini 

 
1 Abdul Bari Azed, "Kepentingan negara-negara non-industri dibenarkan pada tanda-tanda geologi, aset 

warisan dan informasi konvensional", Fak. HKM UI, Depok, 2005,hlm : 8. 
2 -Tanda Geologi yang Telah Terdaftar sebagai Nama 

Volume 15, 2018, Hlm : 195 
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menuntut Indonesia untuk dapat memproteksi diri namun tetap menghargai negara 

lain agar hubungan internasional tetap terjaga.  

Salah satu perkembangan yang cukup meningkat pesat adalah perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual 

(selanjutnya disingkat HKI) adalah istilah umum untuk hak yang diperbolehkan 

sebagai hasil dari kegiatan ilmiah yang digunakan dalam kegiatan bisnis yang 

memiliki nilai. Secara garis besar HKI terbagi menjadi dua golongan, yaitu: 

1. Hak Cipta 

2. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi: 

a. Paten 

b. Merek 

c. Desain Industri 

d. Desain tata letak sirkuit terpadu  

e. Rahasia dagang 

f. Indikasi Geografis (IG)  

 
Perkembangan sejarah HKI di Indonesia sendiri dimulai pada zaman Kolonial 

Belanda yaitu pada tahun 1840-an, dimana pada masa itu Kolonial Belandalah yang 

memperkenalkan undang-undang tentang keamanan HKI kepada Indonesia pada tahun 

1844. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Belanda juga memberikan beberapa 

peraturan. di bidang HKI.3  

  

 
3 https://www.dgip.go.id/ -

07-2019, Pukul : 10 :00 WIB. 
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Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda antara lain: 

a. Undang-undang khusus yang membahas tentang  Merek  

b. Undang-undang khusus yang membahas tentang Paten   

c. Dan Undang-undang khusus yang membahas tentang Hak Cipta 

Pada awal pembentukannya hanya terdapat 3 jenis bidang HKI yang dibentuk, 

sebagaimana hal tersebut telah di uraikan di atas. Seiring perkembangan zaman di 

bentuklah beberapa jenis HKI bidang lainnya yaitu berupa :  

1. Rahasia Dagang,  

2. Desain Industri,  

3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan  

 Pengaturan mengenai HKI yang berlaku di Indonesia berkembang dengan 

baik, perkembangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Pedoman hukum pertama di bidang HKI di kenal sebagai "Hak Milik Intelektual", 

dalam jangka panjang hal tersebut diubah menjadi "hak milik atas kekayaan 

intelektual" dan saat ini sebagian besar orang mengenalnya sebagai "Hak 

Kekayaan Intelektual". HKI ini dapat dilihat pengaturannya dalam Surat 

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 

M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 yang berisikan tentang 

. Selain itu, hal ini 

juga didasarkan pada Keputusan Pemimpin Republik Indonesia Nomor 144 

Tahun 1998 tanggal 15 September 1998 tentang Perubahan Nama Direktorat 

Jenderal Hak Cipta, Lisensi, dan Nama Merek menjadi Direktorat Jenderal 

Kebebasan Berinovasi Terlindungi (Ditjen HKI). Kemudian Surat Keputusan 
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Nomor 177 Tahun 2000 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas dari 

departemen yang terdapat dalam Pasal 8 huruf G yang menyatakan bahwa Ditjen 

HAKI berubah menjadi Ditjen HKI, lebih lanjut diterangkan  bahwa adanya 

perubahan istilah HaKI menjadi HKI antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan 

dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam 

.  

2. Perubahan lebih dengan diterbitnya Pedoman Resmi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Pelayanan Peraturan dan Kebebasan Umum yang termuat dalam Pasal 4 

huruf F yang menyatakan bahwa Pelayanan Peraturan dan Kebebasan Dasar yang 

 

Sehingga dari peraturan perpres ini kita mengetahui ada perubahan istilah yang 

terjadi yang mana semula adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual 

(Ditjen HKI) berubah menjadi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Ditjen 

KI). Menurut Sekretaris Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM, yang dikutip 

dalam artikel ini, alasan berubahnya nomenklatur tersebut lantaran mengikuti 

institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain. 

Perkembangan pengaturan hukum mengenai Kekayaan Intelektual (selanjutnya 

disingkat KI) ini sudah berkembang pesat. Salah satu perkembangan KI yang cukup 

berkembang di Indonesia adalah KI bidang Indikasi Geografis. Perkembangan 

Indikasi Geografis tersebut di latar belakangi karena Indonesia memiliki sumber daya 

alam dan keanekaragaman hayati yang besar. Indikasi Geografis (selanjutnya 

disingkat IG) ini pertama kali tercatat pada Abad Ke-14 di Perancis, adapun produk 

yang tercatat dan mendapat pelindungan IG untuk pertama kalinya adalah Keju 
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Roquefort.  Pada masa itu, keju-keju tersebut di bawa ke istana untuk perayaan akhir 

tahun. Kemudian pada Tahun 1411 keju tersebut dianugrahi piagam kehormatan 

kerajaan oleh Raja Charles VI, karena keunggulan dari kualitas Keju Roquefort.   

Perkembangan IG pun terus berlanjut ke tahap internasional yaitu dengan 

meningkatnya perdagangan internasional di Eropa. Pada Akhir abad ke-19 IG mulai 

diatur dalam perjanjian multilateral sebagai salah satu hak kekayaan industrial yang 

berbicara tentang perlindungan hak kekayaan industrian.4 IG kemudian menjadi salah 

satu rezim KI dalam persetujuan tentang aspek-aspek KI yang terkait dengan 

perdagangan atau persetujuan Trade Related Aspects of Intelectual Property Right 

(selanjutnya disingkat TRIPs). Mengenai ide IG sendiri pertama kali dikemukakan 

dalam periode proses negosiasi perjanjian umum tarif dan perdagangan pada tahun 

1988 di Canada. Dalam pertemuan tersebut kelompok eropa memperkenalkan 

Kelompok eropa menyarankan perlindungan yang lebih kuat bagi 

minuman anggur dan minuman keras sebagai produk andalan mereka dan 

mempromosikan ide untuk mengaplikasikan pelindungan lebih itu kepada barang dan 

jasa lainnya juga. 

Ide ini langsung disanggah oleh kelompok Amerika Serikat yang berpendapat 

bahwa cara perlindungan terbaik untuk IG adalah dengan menggabungkannya menjadi 

bagian dari merek, karena masih adanya perdebatan, kemudian para Negara anggota 

melakukan peninjauan pelaksanaan Bab 3 bagian II Perjanjian TRIPs yang mengatur 

 
4 Penerbit PT. Alumni : Kota 

Bandung, Tahun 2006, Hlm : 2. 
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tentang IG. Kemudian setelah beberapa tahun pelaksanaan peninjauan tersebut, 

diadakannya kembali konferensi tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia IV 

(The Fourth Word Trade Organization atau WTO Ministerial Conference) yang 

diselenggarakan di Doha, Qatar Tahun 2001, forum ini menjadi salah satu forum 

penting bagi perkembangan Pelindungan IG. Dalam Konferensi ini para anggota 

sepakat mengangkat ide-ide baru dan isu-isu baru dan memfokuskan diri pada 

implementasi dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan dinilai masih 

bermasalah. Dalam konferensi tersebut terdapatlah topik mengenai sistem registrasi 

dan ruang lingkup IG yang mana dalam hal ini permasalahan tersebut terfokus pada 

Pasal 23 yang menyatakan bahwa memberikan perlindungan lebih kuat kepada 

minuman anggur dan minuman keras saja.  

Pasal ini tidak hanya menimbulkan pembicaraan bagi Negara maju akan tetapi 

juga bagi Negara daerah timur tengah dan tenggara yang tidak menggunakan 

kebiasaan tersebut. Mereka menilai bahwa hal ini tidak sesuai dengan Prinsip dasar 

TRIPs yang anti diskriminasi, dan oleh karena itu adapun topik hangat yang akan di 

negosiasikan dalam konferensi ini dibedakan atas: 

1. Kemungkinan untuk menetapkan kerangka pendaftaran atau pendaftaran 

multilateral yang seragam untuk minuman anggur dan minuman beralkohol. 

2. Pengembangan objek perlindungan tambahan untuk barang-barang selain anggur 

dan minuman beralkohol.5 

 
5 Op.Cit, Hlm 7. 
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Perkembangan mengenai IG pun berlanjut pada masing-masing anggota 

konferensi tersebut tidak terkecuali bagi Indonesia. IG memiliki signifikasi yang 

cukup tinggi bagi Indonesia karena beberapa sebab, di antaranya : 

a. Adanya penandatanganan Perjanjian TRIPs, yang membicarakan tentang sistem 
pelindungan IG yang lebih baik di tingkat nasional maupun internasional 

b. Terdapat manfaat bagi negara-negara pemula untuk memilih bentuk perlindungan 
IG yang sesuai dengan kepentingan mereka. Indonesia dapat menggunakan 
kekuatannya untuk menyusun kerangka kerja yang lebih baik sesuai dengan 
manfaatnya. 

c. Sifat komunalistik yang dimiliki memiliki hubungan yang erat dengan negara-
negara timur Indonesia yang lebih menghargai kepemilikan kelompok 
dibandingkan kepemilikan pribadi. 

d. Perlunya hubungan dekat antara nama barang dan daerah geografis dalam sistem 
IG karena sesuai dengan peraturan daerah yang menjaga keaslian dari tanah as 

e. Perlindungan IG yang bertahan lama mungkin dapat menjaga pengelolaan sumber 
daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. 

f. Di negara-negara maju, IG adalah salah satu rezim kekayaan intelektual yang telah 
terbukti mampu meningkatkan derajat ekonomi daerah terpencil yang hanya 
memiliki satu sektor ekonomi saja.6 
 

Perkembangan KI bidang IG merupakan sebuah angin segar bagi Negara 

Indonesia, karena dengan adanya perkembangan tersebut Indonesia dapat 

memperkenalkan barang-barang atau produk ciri khas Indonesia yang termasuk dalam 

kategori KI bidang IG itu sendiri. Dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa 

tampak jelas adanya pelindungan hukum KI bidang IG ini penting untuk 

dikembangkan di Indonesia. Hal itu pula lah yang membuat Indonesia tertarik untuk 

membuat pengaturan mengenai IG lebih lanjut. Pengaturan IG yang berlaku di 

Indonesia awal mula pembentukannya disahkan dalam Undang-undang Nomor 15 

 
6 Op.Cit, Hlm 9. 
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Tahun 2001 tentang merek, pembahasan mengenai IG ini merupakan bagian dari 

pembahasan KI bidang merek. 

Ide dasar yang melekat pada pengaturan hukum Undang-undang Nomor 15 

tahun 2001 tentang merek adalah mengenai pendaftaran produk atau barang yang 

terindikasi geografis, ide dasar yang terdapat dalam pengaturan Undang-undang 

Nomor 15 tahun 2001 ini secara tidak langsung memberikan pelindungan hukum bagi 

para pihak yang memiliki produk atau barang terindikasi geografis, akan tetapi 

walaupun telah dilengkapi dengan peraturan pendukungnya yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis di rasa belum memenuhi 

kategori dari ide dasar perlindunga hukum indikasi geografis secara menyeluruh.  

Selain dari pada itu, dalam peraturan Perundangan-undangan tersebut IG 

kurang mendapatkan tempat tersendiri karena dalam Perundang-undangan tersebut IG 

merupakan satu kesatuan dengan merek, dalam peraturan tersebut terjadinya 

pemahaman yang keliru mengenai konsep dasar dari apa yang dimaksud dengan IG, 

karena IG diatur di bawah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, 

maka sebagian besar masyarakat menggap bahwa IG adalah bagian dari merek yang 

memiliki sifat pelindungan dan karakteristik yang sama dengan pelindungan yang 

diberikan atas suatu merek dagang.7 Sehingga situasi tersebut menyebabkan timbulnya 

permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi dalam produk atau barang terindikasi 

geografis. Berbagai fakta hukum yang terjadi dalam KI bidang IG ini menunjukkan 

adanya beberapa kasus yang terjadi pada barang atau produk KI bidang IG Indonesia 

 
7  
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yang diakui oleh pihak lain sebagai merek dagang mereka, contohnya antara lain ialah 

kasus pada Kopi Gayo.  

Kopi Gayo terbuat dari jenis biji kopi arabika terbaik yang tumbuh hanya di 

dataran tinggi daerah Aceh, kopi ini dikenal masyarakat sebagai kopi yang memiliki 

luas perkebunan kopi terbesar kedua di Indonesia. Masyarakat menamai kopi ini 

dengan sebutan Gayo setelah terjadinya proses biji kopi menjadi kopi. Kasus gayo 

bermula pada saat Perusahaan Belanda yang terdapat di Amsterdam Bernama Holland 

Coffee B.V secara resmi mendaftarkan dan mengakui bahwa kopi Gayo sebagai merek 

dagang dari kepemilikan perusahaan mereka 8.  

Selain dari pada kasus Kopi Gayo di atas, terdapat pula permasalahan yang 

sama di alami oleh Masyarakat daerah Toraja, kendati kopi ini telah ditanam di 

wilayah Toraja, akan tetapi pada kenyataannya kopi ini telah didaftarkan oleh pihak 

lain yaitu perusahaan Jepang yang dikenal dengan sebutan Key CoffeeCo. Perusahaan 

ini merupakan perusahaan yang mendaftarkan dan mengakui merek 

adalah merek dagang Perusahaan mereka. Dampak yang terjadi pada barang atau 

produk asli Indonesia tersebut tidak dapat langsung dijual pada pasar internasional 

selain dari perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan merek tersebut.9 

Melalui kasus-kasus tersebut kita mengetahui bahwa tentu saja dalam hal ini 

Indonesia sangat dirugikan, karena dengan adanya kasus tersebut tentunya Indonesia 

tidak dapat memasarkan barang atau produk khas Indonesia secara luas. Untuk 

 
8Jefrida, Dara Quthni. "Tinjauan Yuridis IG Sebagai KI Non-Individual (Komunal)",  Jurnal  Refleksi 

Penegakan Hukum dan Keadilan  Volume 3, Nomor 2, 2019, Hlm : 60. 
9 Ibid 
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mengatasi permasalahan yang terjadi pada kasus di atas, pemerintah dalam hal ini 

telah berupaya untuk melakukan penanganan dalam kasus tersebut yaitu dengan cara 

membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 

tentang Indikasi Geografis. Dalam aturan ini terdapat pengaturan pasal yang 

membahas tentang pemakaian IG oleh pihak yang tidak berkepentingan sebagaimana 

tertuang pada Pasal 27 Ayat (1) yang yang menyatakan bahwa apabila IG yang telah 

didaftarkan tersebut memiliki persamaa dengan barang atau produk yang dipakai oleh 

pihak yang tidak berhak, maka pemakaian penggunaan dari barang atau produk 

tersebut harus dihentikan penggunaannya setelah 2 tahun sejak terdaftarnya barang 

atau produk tersebut sebagai IG. Tidak hanya itu Ayat (2) juga memberikan 

penjelasan bahwa apabila barang atau produk tersebut telah didaftar sebagai merek, 

maka barang atau produk tersebut tetap berkemungkinan untuk digunakannya dengan 

syarat barang atau produk tersebut menjelaskan tentang kebenaran mengenai tempat 

asal dari barang atau produk tersebut serta menjamin bahwa barang atau produk 

tersebut  

Berdasarkan atas pasal yang telah di uraikan di atas, dengan perjuangan yang 

cukup panjang akhirnya Kopi Gayo telah di sahkan pada tanggal 28 April 2010 dan 

Kopi Toraja juga mendapat pengesahan pada tanggal 9 Oktober 2013 sebagai IG pada 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan atas hal tersebut maka pihak 

lain yang telah menggunakan barang atau produk terindikasi geografis tanpa izin, 

tidak berhak menggunakan barang atau produk tersebut, pihak tersebut dapat memakai 
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tanda yang dimaksud dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanda dari barang atau produk 

tersebut telah terdaftar sebagai IG.10 Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa, tentunya 

kasus-kasus bidang IG ini akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman 

yang semakin pesat, dan untuk itu setelah beberapa tahun akhirnya pemerintah dalam 

hal ini berupaya melakukan perubahan dengan mengesahkan Peraturan Perundang-

undangan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan 

indikasi geografis. Dalam Undang-undang ini posisi IG telah mengalami sedikit 

peningkatan karena ia telah setara dengan merek.  

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (selanjutnya disingkat UUMIG) 

memberikan pengertian bahwa IG adalah tanda yang menunjukkan daerah asal dari 

suatu barang yang karena unsur alam dan manusia atau gabungan kedua unsur 

tersebut, akan memberikan kedudukan dan mutu pada barang yang diciptakan / dibuat. 

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa IG sangat erat hubungannya dengan sumber daya 

alam yang dimiliki Indonesia. Tidak hanya itu, dalam Pasal 53 Ayat (3) UUMIG 

menyebutkan bahwa :  

a. Pihak yang berhak melakukan permohonan adalah lembaga yang mewakili 

masyarakat di wilayah geografis tertentu yang membuat atau menciptakan suatu 

barang dan atau produk berupa:  

1. Sumber daya alam;  

 
10 Ibid, Hlm : 61. 
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2. Barang kerajinan tangan; atau  

3. Hasil industri.  

b. Selain itu pihak lain yang boleh melakukan permohonan indikasi geografis ini 

adalah pemerintah (pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota)  

Dari penjelasan tersebut jelas terlihat bahwa, banyak potensi-potensi yang 

dihasilkan dari kekayaan alam maupun hasil barang dan jasa yang dimiliki oleh 

Indonesia untuk dapat didaftarkan pada KI bidang IG ini. Menurut data yang tercatat 

dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intetelektual (selanjutnya disingkat dengan DJKI). 

Hingga tahun 2023 ini hanya terdapat 142 Produk Indonesia yang didaftarkan pada 

IG. 142 Produk yang telah didaftarkan pada DJKI dirasa belum memenuhi standar 

potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Mengingat Indonesia kaya akan ragam budaya 

dan sumber daya alam yang melimpah. 

Adapun barang maupun produk yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk 

memperoleh pelindungan IG sangat ditentukan oleh kelompok masyarakat yang 

membuat dan menghasilkan produk atau barang tersebut. Selain dari pada itu, Pasal 53 

Ayat (3) UUMIG ini juga memberikan pemahaman bahwa siapa saja pihak yang 

berhak mendaftarkan barang atau produknya dalam bidang IG ini, serta apa sajakah 

barang atau produk yang dapat dikategorikan sebagai barang atau produk terindikasi 

geografis tersebut. Sehingga dalam prosesnya kita dapat mengetahui apakah produk 

atau barang yang akan didaftarkan tersebut telah memenuhi 3 kriteria barang atau 

produk yang telah di jabarkan dalam Pasal 53 Ayat (3) UUMIG ini.  
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Dari uraian di atas juga dapat diketahui bahwa, adanya konsep pelindungan 

hukum yang di berikan pemerintah bagi para pihak yang memiliki barang atau produk 

yang terindikasi geografis, karena dalam hal ini tidak semua pihak dapat mendaftarkan 

produk atau barang tersebut untuk dijadikan produk atau barang terindikasi geografis 

hanya pihak-pihak yang berhak saja yang dapat mengajukan permohonan pengajuan 

produk terindikasi geografis sesuai dengan isi dalam UUMIG ini. Selain dari pada itu, 

konsep dari pelindungan hukum juga dapat kita lihat pula dalam Pasal 61 Ayat (1) 

UUMIG yaitu mengenai pengaturan jangka waktu berlakunya bagi pelindungan 

hukum indikasi geografis. Pasal ini menyatakan bahwa IG dapat dilindungi selama 

terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya 

pelindungan IG pada suatu barang atau produk  

Pengaturan mengenai batas waktu kapan berakhirnya suatu barang atau produk 

terindikasi geografis ini memberikan pengertian bahwa para pemilik barang atau 

produk terindikasi geografis dapat terus mempertahankan barang atau produk 

terindikasi geografis tersebut dengan baik, selama produk yang terindikasi geografis 

tersebut terjaga reputasi, kualitas dan karakteristiknya sama dengan keasliannya. 

Pemahaman tersebut juga memiliki nilai dasar sebagai bentuk dari hak yang dimiliki 

oleh setiap orang. Hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya 

disingkat dengan HAM) ini akan melekat pada diri manusia tersebut berupa bentuk 

pelindungan hukum apabila mereka merasa bahwa ada hak-hak mereka yang di 

rampas secara tidak adil atau terpaksa. Hal ini juga di perkuat dengan pelindungan 



14

 

hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa memberikan 

penganyoman terhadap HAM yang diberikan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak 

lain yang mana pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakaat agar dapat 

menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum.11 Dari hal tersebut diketahui 

bahwa adanya pengertian tentang pelindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo 

memiliki pengaruh pada HAM. Pengaturan lebih lanjut mengenasi perlindungan 

hukum yang memiliki keterkaitan dengan HAM dapat dilihat pengaturannya dalam 

Pasal 1 Ayat  (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

yang menyatakan bahwa HAM merupakan kesatuan dari hak yang tidak terpisah dari 

manusia sebagai makhluk tuhan berupa anugerah yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan diberikan perlindungan oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. 

HAM memberikan dasar pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak untuk 

mendapatkan sebuah pelindungan apabila merasa dirinya di rugikan oleh pihak lain 

yang tidak memiliki kepentingan terhadap hal tersebut. Dalam pembahasan ini di 

dapatlah pemahaman bahwa hak tersebut di berikan kepada mereka (produsen dan 

konsumen), adapun produsen (wirausaha) disini adalah merupakan kelompok tani 

yang menghasilkan produk pertanian dalam arti luas maupun para perajin yang 

membuat barang-barang kerajinan tangan (handycrafts), yang merupakan pihak-pihak 

berkepentingan dengan IG. Sejatinya, merekalah yang berhak atau berwenang untuk 

mendaftarkan hak.12 

 
11  
12   

Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019, Hlm 3. 



15

 

Melalui penjabaran permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang 

telah diuraikan tersebut tentunya perlu dilakukannya pembaruan ide dasar pelindungan 

hukum bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Pembaruan ide dasar 

pelindungan hukum IG tersebut harus melihat pada perwujudan dari nilai-nilai dan 

asas-asas dasar filosofi dari pengaturan ide dasar pelindungan hukum IG yang telah 

ada sehingga dapat menciptakan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG yang 

lebih baik bagi para pihak yang terkait, seperti bagi wirausaha lokal mereka 

mendapatkan penghidupan yang lebih baik dari segi ekonomi sebagai bentuk dari 

peningkatan kesejahteraan sosial. Demikian pula bagi konsumen, dengan 

mendapatkan produk atau barang langsung dari pemilik produk atau barang terindikasi 

geografis maka secara tidak langsung tentunya konsumen telah mendapatkan produk 

atau barang yang terjamin keasliannya sehingga konsumen juga mendapatkan barang 

yang terjamin kualitas barang sesuai dengan produk atau barang terindikasi geografis 

tersebut, hal ini tentunya memberikan pemahaman bahwa harus adanya asas 

keseimbangan bagi para pihak yang terkait didalamnya. 

Pengaturan yang tidak kalah penting dibahas dalam pembaruan ide dasar 

pelindungan hukum indikasi geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan 

sosial ini adalah tentang pengaturan hukum yang rinci dari pemerintah daerah. 

Pengaturan hukum secara rinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini sangat 

penting untuk dilakukan karena dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kekuatan 

yang besar dalam memajukan dan memberikan dorongan serta motivasi bagi pemilik 
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barang terindikasi geografis di daerah untuk dapat mendaftarkan barang atau produk 

yang mereka miliki ke dalam KI bidang IG itu sendiri, sebagai bentuk dari peran 

pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial sehingga segala 

sesuatunya dapat berkesinambungan satu sama lainnya. Dengan mengetahui ide dasar 

dan pengaturan hukum tersebut terciptalah pembaruan ide dasar dan pengaturan 

hukum yang dapat membatu para pihak terkait untuk dapat menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Adapun bagan yang menjadi kerangka pemikiran latar 

belakang permasalahan penelitian ini akan di uraiakan sebagai berikut : 
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Bagan 1 

Kerangka pemikiran dari pembaruan ide dasar pelindungan hukum 
Indikasi Geografis bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem pelindungan hukum indikasi geografis sebagai dasar pengembangan dan pengaturan kesejahteraan sosial bagi wirausaha lokal berdasarkan 
pada Pasal 33, 27, 28H UUD NRI Tahun 1945 

Sub sistem pelindungan hukum indikasi geografis di Indonesia 

Bentuk pengaturan pelindungan hukum indikasi geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis 

Pengaturan pelindungan hukum indikasi 
geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016 

tentang merek dan indikasi geografis  

Pengaturan hukum indikasi 
geografis secara Tertulis 

Pengaturan hukum indikasi 
geografis secara Tidak Tertulis 

Pembaruan ide dasar pelindungan hukum 
indikasi geografis bagi wirausaha lokal 

Implementasi normatif  pasal 53 ayat 
(3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang 

merek dan indikasi geografis 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi 
wirausaha lokal yang memiliki produk 

terindikasi geografis 

Keilmuan Hukum : 

1. Dari sudut filsafat hukum, permasalahan terhadap suatu produk atau barang yang 
terindikasi geografis kurang mendapatkan pelindungan hukum, banyak pihak yang 
memanfaatkan keadaan ini dan memberikan dampak kerugian bagi pemilik indikasi 
geografis ini. Sehingga rasa keadilan yang seharusnya di miliki oleh si pemilik 
produk atau barang terindikasi geografis tidak mereka dapatkan.  
2. Dari sudut teori hukum sendiri dapat memberikan suatu penguatan bagi para 
pihak yang terkait baik itu bagi wirausaha lokal, masyarakat lokal, konsumen 
maupun pemerintah daerah untuk dapat mempertahankan hal-hal yang menjadi hak 
masing-masing pihak yang terkait, dapat di contohkan bagi wirausaha lokal teori 
perlindungan hukum dapat dijadikan landasan dasar para wirausaha lokal dan 
masyarakat lokal  untuk mempertahankan hak-hak yang menjadi miliknya sebagai 
pemegang hak IG, bagi konsumen teori kemanfaatan tentunya dapat dijadikan 
landasan dasar agar konsumen mendapatkan barang asli yang terjamin ke 
khasannya. Dan bagi pemerintah daerah teori pembaruan hukum tentunya dapat 
dijadikan landasan dasar pemerintah daerah untuk meningkatkan penguatan 
perekonomian masyarakat setempat.  
3. Dari sudut dogmatik hukum, pelindungan hukum bagi pihak yang memiliki 
produk atau barang terindikasi geografis masih belum jelas bentuk pelindungan 
hukum yang mereka dapatkan karena masih terdapat para pemilik produk atau 
barang terindikasi geografis yang belum mendaftarkan produk atau barang mereka 
kepada KI bidang IG. 

Pembaruan Ide Dasar Perlindungan Hukum Indikasi Geografis bagi Wirausaha Lokal Berorientasi Kesejahteraan Sosial 

Praktek Hukum :  

1.  Pengaturan yang belum pasti mengenai konsep 
pelindungan hukum antara para pihak yang terkait baik bagi 
wirausaha lokal, masyarakat lokal, konsumen maupun 
pemerintah daerah yang berdampak tidak mendapatkan hak-
hak yang seharusnya mereka miliki sesuai dengan porsinya 
masing-masing. 
2. Berbagai fakta hukum yang menunjukkan bahwa masih 
banyakknya para wirausaha lokal yang memiliki produk atau 
barang yang terindikasi geografis belum mendaftarkan produk 
atau barang mereka pada KI bidang IG sehingga berakibat 
pihak lain memanfaatkan situasi tersebut untuk memperoleh 
keuntungan. 
3. Tidak adanya pendaftaran terhadap produk atau barang 
yang terindikasi geografis tersebut mengakibatkan sulitnya 
pihak KI bidang IG untuk memberikan pelindungan hukum 
terhadap barang yang terindikasi geografis tersebut yang pada 
sejatinya produk atau barang tersebut merupakan produk atau 
barang yang terindikasi geografis. 
 

Permasalahan : 
1. Bagaimana filosofi dari ide dasar perlindungan hukum indikasi geografis berorientasi kesejahteraan  sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? 
2. Bagaimanakah pengaturan hukum perlindungan IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ? 
3. Bagaimana pembaruan ide dasar perlindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang ?  
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Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka dalam hal ini 

penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul : 

Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Bagi Wirausaha Lokal Berorie 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana filosofi dari ide dasar pelindungan hukum IG berorientasi 

kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimanakah pengaturan hukum pelindungan IG bagi wirausaha lokal, 

konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

3. Bagaimana gagasan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha 

lokal berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang ?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dapat dirinci sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian meliputi: 

a. Untuk menganalisis dan menjelaskan filosofi dari ide dasar pelindungan hukum 

IG berorientasi kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum pelindungan IG bagi 

wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal dan pemerintah daerah 
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berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis . 

c. Untuk menemukan, menganalisis, dan mengembangkan gagasan pembaruan ide 

dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan 

sosial dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

a) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian disertasi ini diyakini akan membantu dalam memberikan 

sumbangan penalaran yang sah pada tingkat filosofis, teoritis baru, konseptual 

dan dogmatis dalam membina kajian HKI secara keseluruhan dan khususnya di 

bidang IG yang dikaitkan dengan pemikiran mendasar mengenai pelindungan 

hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. 

b) Manfaat praktis 

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pihak-

pihak sebagai berikut: 

1. Pemerintah Republik Indonesia yang untuk selanjutnya dapat dijadikan 

sebagai bahan pemikiran bagi penentu kebijakan dalam upaya melakukan 

penyempurnaan Undang-undang KI pada umumnya dan khususnya dalam 

bidang IG mengenai pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi 

wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. 
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2. Pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah KI khususnya 

bidang IG di Indonesia yaitu praktisi hukum yang terkait dengan pembaruan 

ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi 

kesejahteraan sosial yang meliputi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat 

lokal , dan  pemerintah daerah.  

3. Pihak legislator yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPRI) yang berperan aktif dalam pembuatan asas-asas yang menghasilkan 

norma hukum dalam bentuk usulan pembentukan peraturan perundang-

undangan, maupun sebagai pencabutan, penyempurnaan serta penambahan 

pasal dalam UUMIG khususnya mengenai pembaruan ide dasar 

pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan 

sosial. 

4. Akademisi hukum dan praktisi hukum sebagai tambahan kepustakaan dalam 

khazanah Hukum KI bidang IG khususnya mengenai pembaruan ide dasar 

pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan 

sosial. 

5. Masyarakat Luas: 

Untuk masyarakat pada umumnya yaitu dalam hal semakin terbukanya 

kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat 

dengan adanya informasi seputar hak-haknya yang dimiliki oleh masyarakat 

sebagai pihak konsumen. 
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c) Manfaat Lainnya  

Dapat digunakan sebagai bahan reverensi dalam menganalisis, 

mengevaluasi dan menemukan solusi dalam penyelesaian berbagai sengketa 

KI bidang IG khususnya mengenai pembaruan ide dasar pelindungan hukum 

IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. 
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Bagan 2 
Perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian tentang  
Pembaruan ide dasar pelindungan hukum indikasi geografis  

bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial 
 

Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian 
1.   Bagaimana filosofi 

dari ide dasar 
pelindungan hukum 
IG berorientasi 
kesejahteraan sosial 
berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan 
yang berlaku  ? 

2.  Bagaimanakah 
pengaturan hukum 
pelindungan IG bagi 
wirausaha lokal, 
konsumen, masyarakat 
lokal dan pemerintah 
daerah berdasarkan 
Undang-undang 
Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan 
Indikasi Geografis ? 

3.   Bagaimana gagasan 
pembaruan ide dasar 
pelindungan hukum 
indikasi geografis 
bagi wirausaha lokal 
berorientasi 
kesejahteraan sosial 
dimasa yang akan 
datang ?  
 

1.Untuk menganalisis 
dan menjelaskan 
filosofi dari ide dasar 
pelindungan hukum 
IG berorientasi 
kesejahteraan sosial 
berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan 
yang berlaku  

2.Untuk menganalisis 
dan menjelaskan 
pengaturan hukum 
pelindungan IG bagi 
wirausaha lokal, 
konsumen, 
masyarakat lokal dan 
pemerintah daerah 
berdasarkan Undang-
undang Republik 
Indonesia Nomor 20 
Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi 
Geografis . 

3.Untuk menemukan, 
menganalisis, dan 
mengembangkan 
pembaruan ide dasar 
pelindungan hukum 
indikasi geografis 
bagi wirausaha lokal 
berorientasi 
kesejahteraan sosial 
dimasa yang akan 
datang . 

 
 

Manfaat Teoritis 
Diyakini akan membantu dalam memberikan sumbangan 
penalaran yang sah pada tingkat filosofis, teoritis baru, 
konseptual dan dogmatis dalam membina kajian HKI secara 
keseluruhan dan khususnya di bidang IG yang dikaitkan dengan 
pemikiran mendasar mengenai pelindungan hukum IG bagi 
wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. 
 
Manfaat praktis 
A. Bagi Pemerintah Republik Indonesia sebagai bahan 
pemikiran penentu kebijakan dalam upaya melakukan 
penyempurnaan Undang-undang KI. 
B. Bagi pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah 
KI khususnya bidang IG di Indonesia yaitu praktisi hukum yang 
terkait dengan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi 
wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial yang meliputi 
wirausaha lokal, konsumen, masyarakat lokal , dan  pemerintah 
daerah.  
C. Pihak legislator yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPRI) yang berperan aktif dalam pembuatan asas-
asas yang menghasilkan norma hukum dalam bentuk usulan 
pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun sebagai 
pencabutan, penyempurnaan serta penambahan pasal dalam 
UUMIG khususnya mengenai pembaruan ide dasar pelindungan 
hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan 
sosial. 
 
D. Akademisi Hukum dan Praktisi Hukum sebagai tambahan 
kepustakaan dalam khazanah hukum KI bidang IG. 
 
E. Masyarakat Luas: 
Untuk masyarakat pada umumnya yaitu dalam hal semakin 
terbukanya kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran hukum 
bagi masyarakat dengan adanya informasi seputar hak-haknya 
yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pihak konsumen. 
Manfaat Lainnya  
Dapat digunakan sebagai bahan reverensi dalam menganalisis, 
mengevaluasi dan menemukan solusi dalam penyelesaian 
berbagai sengketa KI bidang IG khususnya mengenai 
pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha 
lokal berorientasi kesejahteraan sosial. 
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D. Orisinalitas Penelitian 

Disertasi ini membahas mengenai penelitian ilmiah hukum KI bidang IG 

khususnya mengenai pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha 

lokal beorientasi kesejahteraan sosial. Pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG 

merupakan sebuah landasan pokok yang digunakan oleh pemilik hak IG (Wirausaha 

Lokal) untuk dapat melindungi hak kepemilikin dari barang mereka yang telah 

terdaftar dalam KI bidang IG. Hak tersebutlah yang di gunakan oleh pemilik hak IG 

untuk dapat memasarkan barang atau produk mereka secara luas tanpa harus khawatir 

dengan pesaing usaha lainnya yang menjual barang serupa.  

Dengan mengantongi hak atas suatu barang atau produk yang telah terindikasi 

geografis tentu saja memberikan keuntungan bagi pemegang usaha atau wirausaha 

lokal tersebut, karena dalam hal ini tentunya mereka selain dapat menjual barang atau 

produk mereka dengan bebas, mereka juga tentunya dapat menghindari para pelaku 

usaha yang curang, sehingga pada akhirnya hal ini juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan sosial bagi pemegang hak IG itu sendiri. Berdasarkan penelusuran studi 

kepustakaan, maka diketahui bahwa belum ada tulisan yang membahas mengenai 

pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi 

kesejahteraan sosial. Namun penelitian ilmiah yang membicarakan mengenai 

pelindungan hukum bagi IG diantaranya adalah Mariana Molnar Gabor dalam 

(La 

 pelindungan hukum IG di Indonesia (Membangun Sistem Pelindungan 
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filosofi pelindungan IG dengan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat 

Indonesia. Untuk mencapai pemahaman secara holistik tentang permasalahan 

pelindungan IG dan solusinya, selain dari pada itu disertasinya juga membahas 

mengenai keefektifan pendaftaran IG berdasarkan data kuantitatif guna memperoleh 

pemahaman serta masukan dalam rangka membangun sistem pelindungan IG di 

Indonesia, serta menciptakan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan efektif 

dan pelindungan produk IG lokal di Indonesia.13 

Selanjutnya Mieke Yustia Ayu Ratna Sari dalam disertasinya yang berjudul 

Pelindungan hak atas IG bagi masyarakat hukum adat dalam pembaruan hukum KI 

 

antara Pasal 53 Ayat (3) UUMIG dengan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945, dikaitkan 

dengan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum pemohon IG. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa hak kepemilikan IG bagi Masyarakat Hukum Adat 

(MHA) yaitu hak eksklusif dari kelompok yang memiliki hubungan dengan kekuatan 

ras, daerah atau bahasa sebagai pihak yang berkepentingan (Interested Parties) 

terhadap obyek IG.14 

 
13 

 hukum IG di Indonesia (Membangun Sistem Perlindungan IG di 
Humas FH-

https://law.ui.ac.id/v3/membangun-sistem-perlindungan-indikasi-geografis-di-indonesia/, di akses pada 
tanggal 20-02-2020, Pukul : 10:00 WIB. 

14  https://prasetya.ub.ac.id/disertasi-
mieke-yustia-angkat-indikasi-geografis-kelompok/ diakses pada tanggal 22-02-2020, Pukul : 10:15 WIB. 
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 daerah dalam 

mendorong potensi IG (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau) (The Roles of Regional 

Government in Promoting Potential Geographical Indications Study on the Province 

 menyimpulkan bahwa  

Persoalan mengenai pelindungan IG masih belum optimal karena belum sinkron 

dengan program yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena belum adanya 

informasi dan pemahaman dari masyarakat dan pemerintah daerah, akan arti penting 

suatu produk atau barang yang mendapat pelindungan IG. Sejauh ini masih sebatas 

penelaahan dan penyampaian informasi barang yang mungkin bisa didaftarkan 

pelindungan IG ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham) Kepulauan Riau. Padahal, Kepulauan Riau merupakan wilayah 

yang berpotensi menghasilkan barang atau produk terindikasi geografis, Kendala lain 

yang terlihat dalam pendaftarkan IG oleh Masyarakat dan pemerintah daerah Kepri 

adalah tidak adanya data mengenai manfaat yang diperoleh dari IG itu sendiri, 

sehingga mempengaruhi kewenangan perencanaan keuangan dalam APBD yang 

didukung penuh oleh kemauan politik.15  

Walaupun dasar-dasar yang telah di uraikan oleh Imam Lukito di atas lebih 

terkhusus pada daerah kepulauan riau saja akan tetapi secara tidak langsung hal ini 

dapat dijadikan bahan acuan untuk mengetahui kendala ataupun permasalahan yang 

 
15 Lukito, Imam. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi IG (Studi pada Provinsi 

Kepulauan Riau)." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 3 2018, Hlm : 327. 
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terjadi di daerah lainnya dalam proses pelindungan IG terhadap suatu barang atau 

produk yang akan di daftarkan sebagai produk atau barang terindikasi geografis. 

Ayup Suran Ningsih, Waspiah dan Selfira Salsabilla dalam jurnalnya yang 

 

menyimpulkan bahwa dengan adanya IG maka kekhasan atas Carica Dieng 

diharapkan dapat menjadi kekuatan dalam peningkatan ekonomi daerah, IG dapat 

menjadi jaminan atas mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. IG sendiri sebagai 

bagian dari kekayaan alam, sehingga akan berdampak pada kenaikan harga jual 

produk yang memperoleh pelindungan IG. Selain dari pada itu, peran Pemerintah 

dalam mendorong keaktifan stakeholder Kekayaan IG sangat dibutuhkan, terutama 

dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan keuntungan yang dapat 

dinikmati berupa peningkatan harga terhadap produk atau barang yang terindikasi 

geografis tersebut16. Melalui jurnal yang di tulis oleh Ayup Suran Ningsih, Waspiah 

dan Selfira Salsabilla kita mengetahui bahwa produk atau barang Carica Dieng yang 

telah di daftarkan menjadi produk yang telah terindikasi geografis ini dapat 

meningkatkan perekonomi daerah karena tentunya suatu produk atau barang yang 

telah terindikasi geografis terjamin mutunya dan nilai jual dari produk atau barang 

tersebut juga akan naik. Nah secara tidak langsung hal ini dapat dijadikan bahan acuan 

bahwa bukan hanya produk atau barang carica dieng saja yang akan terjamin mutu 

 
16 Ayup Suran Ningsih, Waspiah Waspiah, and Selfira Salsabilla. "IG atas Carica Dieng sebagai Strategi 

Penguatan Ekonomi Daerah." Jurnal Suara Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019, Hlm : 116. 
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dan peningkatan nilai jual barangnya, akan tetapi semua produk atau barang yang 

terindikasi geografis juga akan mengalami hal yang sama.  

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, maka penulisan disertasi 

mengenai pembarun ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal 

berorientasi kesejahteraan sosial hingga saat ini belum pernah dilakukan.  Dengan 

berlandaskan kepustakaan tersebut, penelitian dalam disertasi ini membahas mengenai 

landasan filosofi dari pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG berorientasi 

kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

bagaimana bentuk pengaturan hukum IG bagi wirausaha lokal, konsumen, masyarakat 

lokal maupun dari pemerintah daerah berdasarkan UUMIG, dan bagaimana bentuk 

gagasan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal 

berorientasi kesejahteraan sosial dimasa yang akan datang. Semua buku-buku dan 

jurnal serta hasil penelitian tersebut akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini 

sebagai data awal dan tentang orisinalitas penelitian ini terangkum dalam tabel 1. 
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Tabel .1. 
Hasil penelitian terdahulu, alur, substansi, dan temuan penelitian saat ini 

No Peneliti, Judul Penelitian 
Alur, Substansi dan Temuan Penelitian 

Terdahulu 
Alur, Substansi dan Temuan Penelitian Saat ini 

1. Mariana Molnar Gabor dalam 

dan Alasan yang Membenarkan 

Pelindungan Hukum  Indikasi 
Geografis di Indonesia 
(Membangun Sistem 
Pelindungan  Indikasi Geografis 

 

Hasil penelitiannya mengungkapkan tentang 
kesesuaian dasar filosofi pelindungan IG 
dengan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam 
masyarakat Indonesia beserta solusinya, serta 
pembahasan tentang keefektifan pendaftaran  
IG guna memperoleh pemahaman mengenai 
sistem pelindungan  IG di Indonesia. 
 

Penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam 
mengenai landasan filosofi keberadaan pelindungan 
hukum IG, berupa sistem pelindungan hukum  IG yang 
tepat dan menciptakan tatanan norma-norma dan nilai-
nilai hukum yang baik pula bagi perkembangan  IG di 
indonesia. 
 
 

2. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari 
dalam disertasinya yang berjudul 
Pelindungan Hak Atas Indikasi 

Geografis Bagi Masyarakat 
Hukum Adat Dalam Pembaruan 
Hukum KI  

Hasil penelitiannya mengungkapkan tentang 
pemohon hak IG dengan isu hukum konflik 
norma antara Pasal 53 Ayat (3) UUMIG 
dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang 
memiliki hubungan erat dengan masyarakat 
hukum adat sebagai subyek hukum pemohon  
IG. 

Penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam 
mengenai pelindungan hak atas IG terhadap masyarakat 
adat sehingga dikemudian hari masyarakat hukum adat 
dapat mempertahankan hak-hak yang mereka miliki, 
selain dari pada hal tersebut dengan adanya hal ini tidak 
menutup kemungkinan akan menciptakan sebuah 
pembaruan dari beberapa aspek, baik pembaruan hukum 
maupun pembaruan ide-ide ilmu pengetahuan di masa 
yang akan datang. 

3. Imam Lukito, dalam jurnalnya 
yang berjudul Peran Pemerintah 
Daerah dalam Mendorong 
Potensi Indikasi Geografis 
(Studi Pada Provinsi Kepulauan 
Riau) (The Roles of Regional 
Government in Promoting 
Potential Geographical 
Indications (Study on the 
Province of Kepulauan Riau))  

Jurnal ini berisikan tentang kurangnya 
kesadaran hukum mengenai pelindungan  IG 
yang masih belum di maksimalkan, dan di 
senergikan dengan program yang telah dibuat 
oleh pemerintah. Hal ini di sebabkan 
kurangnya pemahaman, dari masyarakat dan 
pemerintah daerah akan penting suatu produk 
atau barang yang yang terindikasi geografis 
untuk dapat di daftarkan guna mendapat hak 
yang seharusnya mereka miliki. 

Penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam 
mengenai peran pemerintah dalam mendorong potensi  IG 
guna menciptakan pembaruan maupun perubahan-
perubahan ke arah yang lebih baik berupa metode-metode 
baru yang dapat digunakan untuk meningkatakan produksi 
produk/barang terindikasi geografis, maupun penemuan - 
penemuan baru seputar barang atau produk terindikasi 
geografis. 
 

4. Ayup Suran Ningsih, Waspiah 
dan Selfira Salsabilla dalam 

 
Indikasi Geografis atas Carica 
Dieng Sebagai Strategi 

 

Penelitian ini berisikan tentang penguatan 
ekonomi melalui IG yaitu dengan 
mendaftarkan Carica Dieng ini dalam  IG 
dengan tujuan meningkatkan penguatan 
ekonomi daerag, yang di dukung dengan peran 
Pemerintah dalam memberikan pemahaman 
kepada masyarakat akan keuntungan yang 
dapat dinikmati berupa peningkatan harga jual 
terhadap produk atau barang yang terindikasi 
geografis tersebut.  
 

Pendaftaran suatu barang atau produk dalam IG 
merupakan salah satu cara untuk penguatan ekonomi. 
Melalui pengelolaan yang baik tentunya akan 
meningkatkan mutu dari barang dan nilai jual yang tinggi 
sehingga akan timbullah pembaruan yang akan 
dikembangkan oleh pemilik dan bahkan mulai 
mendaftarkan barang atau produk lain yang memiliki ke 
khasan dalam  IG. Penguatan ekonomi ini juga harus di 
dukung dengan peran dari beberapa pihak yang terkait 
baik itu masyarakat terkait dan pemerintah daerah . 
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E. Kerangka Teoritis 

1. Grand Theory  

a. Teori Keadilan 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata adil, tidak 

memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Pemikiran tentang keadilan sendiri 

selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan 

kondisi pemikiran manusia pada satu waktu yang mana tujuan keadilan tersebut 

adalah hal yang akan di capai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga 

maupun antar warga dengan negara atau hubungan antar negara yang memiliki ciri-

ciri karakter yang melekat pada keadilan, bersifat hukum sah menurut hukum, tidak 

memihak sama hak, layak wajar secara moral dan benar secara moral.17  

Pengertian keadilan ini juga di perkuat dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Aristoteles dalam buku berjudul Rhetorica menerangkan bahwa keadilan 

menurutnya adalah memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan yang 

dalam pengaturannya diatur secara tersendiri sesuai dengan permasalahan yang 

terjadi. Sehingga dari hal tersebut haruslah memuat tentang peraturan umum yang 

mendasarinya. Hal ini memberikan penjelasan bahwa aturan hukum bermanfaat untuk 

menciptakan suatu keharmonisan hukum dalam untuk mencapai kepastian hukum, 

walaupun dalam satu keadaan juga dapat menyebabkan ketidakadilan.18 

 
17 

Hlm : 98. 
18  



30

 

Aristoteles pula menyatakan bahwa tujuan hukum bertujuan untuk menciptakan 

keadilan yang berlandaskan atas kesadaran yang dimiliki oleh seseorang untuk 

mengetahui arti dari adil ataupun tidak adil. Teori ini menjelaskan tentang tujuan 

dasar dari keadilan yang memberikan hak dasar yang seharusnya di peroleh oleh 

setiap manusia yang dituangkan dalam pengaturan hukum tersendiri sesuai dengan 

permasalahan yang dialami. Upaya hukum yang tepat harus dilakukan agar aturan 

hukum dapat berjalan dengan baik sehingga melalui hal ini penegak hukum dapat 

menjalankan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.19 Melalui hal inilah 

keadilan diaggap penopang keseimbangan dari kaidah pokoknya yang 

menggambarkan tentang adanya perlakuan yang sama bagi setiap manusia.20 

Teori keadilan Aristoteles menekankan persamaan antara adanya keseimbangan 

mengenai keadilan berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang yang 

mengalami permasalahan yangterjadi. Keadilan ini dibedakan atas : 

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat 
apa yang menjadi hak nya, jadi sifatnya proporsional.Keadilan distributif berkenaan 
dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam arti apa yang 
seharusnya diberikan negara kepada warganya. Keadilan distributi merupakan 
bidang pemerintah 

2. Keadilan Korektif adalah keadilan yang terarah pada pembenaran terhadap sesuatu 
yang salah. Keadilan bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. 21 

 
Berdasarkan teori keadilan Aristoteles tersebut, maka keadilan korektif 

diperlukan dalam hal terpenuhinya hak-hak dari para pihak yang terkait tanpa 

 
19 

156. 
20   
21  

Hlm : 24. 
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mengurangi kepentingan dari masing-masing pihak tersebut. Sehingga muncullah 

persamaan kedudukan antara para pihak, dan menciptakan pelindungan dan kepastian 

hukum dalam hal pengaturan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal 

berorinetasi kesejahteraan sosial. Teori keadilan ini menunjukkan bahwa aplikasi 

keadilan bersumber dari ide dasar atau nilai dasar hukum sebagai tempat aplikasi 

keadilan yang merupakan tujuan hukum yang mana Gustav Radbruch Menyebutkan 

adalah keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum.22 

Keadilan dalam UUMIG berkaitan erat dengan asas keseimbangan yang mana 

dalam hakikatnya keadilan merupakan bagian penting bagi masing-masing pihak baik 

bagi konsumen wirausaha lokal masyarakat lokal maupun pemerintah daerah yang 

mana memiliki fungsi sebagai sarana pengendali hidup bermasyarakat dengan 

menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat sebagai 

kontrol sosial. Pengaturan pelindungan hukum bagi wirausaha lokal yang memiliki 

produk atau barang terindikasi geografis ini sendiri belum terlalu diketahui secara 

rinci oleh para pihak yang memiliki produk terindikasi geografis tersebut, yang mana 

dalam keadaan ini sangat rentan terjadinya ketidakadilan bagi para pihak yang 

memiliki produk atau barang terindikasi geografis. Dengan adanya wacana pengaturan 

pelindungan hukum bagi wirausaha lokal yang memiliki produk atau barang 

terindikasi geografis ini maka segala bentuk prosedur, penerapan dan tujuan akhir dari 

wacana ini akan menghasilakn pengaturan hukum yang sesuai dengan sebagaimana 

mestinya. 

 
22   
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Selanjutnya menurut John Rawls Sebagai pengembang teori keadilan 

menyebutkan keadilan sebagai kesetaraan yang menghasilkan keadilan procedural 

murni, di dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar yang dapat memutuskan 

apa yang adil terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan di aplikasikan bukan pada 

hasil keluaran melainkan pada sistem, apapun hasil dari prosedur dianggap adil secara 

definitif.23 

Jhon Rowls mengemukakan ada 3 prinsip yang menjadi penyelesaian bagi 
problem keadilan yaitu: 
a. Prinsip kebebasan yang tidak dibedakan bagi setiap masyarakat yang memiliki 

persamaan dengan pendapat Aristoteles tentang kesamaan dalam memperoleh dan 
penggunaan berdasarkan hukum alam, yang mana sama derajat antara sesama 
manusia sehingga konsep keadilan yang diterapkan adalah konsep keadilan sosial 

b. Prinsip perbedaan. Perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar setiap orang 
dapat berkembang dalam kegiatan ekonomi dan mempunyai kesempatan kerja 
mempunyai kedudukan yang sama sehingga memberikan manfaat bagi warga yang 
kurang beruntung. Prinsip ini merupakan perbaikan dari awal yang menghendaki 
terjadinya persamaan bagi setiap masyarakat.  

c. Adanya Persamaan keadilan yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang diatur 
dengan baik sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh keadilan yang 
sesungguhnya.24 

Konsep keadilan John Rawls tersebut di atas dibagi dalam: 
1. Keadilan yang formal, menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai 

dengan bunyi peraturan. 
2. Keadilan substantif, keadilan lebih dari keadilan formal saja,, karena menerapkan 

hukum berarti mencari keadilan yang hakiki dan dalam melaksanakan keadilan 
yang substantif itu harus didukung oleh rasa keadilan Sosial, keadilan yang 
mengandung hak hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.25 

 
 

 
23 

-  
24    bellinap Rest of Harvard University press, 

Bandung, 2011, Hlm  120-122. 
25  
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Memperhatikan teori keadilan menurut definisi John Rawls, yang 

menggambarkan hukum sebagai pelindung bagi masyarakat yang tidak mengetahui 

konsep keadilan secara sosial ekonomi dan politik yang berdasarkan atas pemikiran 

keadilan yang menunjukkan bahwa pengaturan pelindungan hukum bagi wirausaha 

lokal yang memiliki produk atau barang terindikasi geografis sangat diperlukan bagi 

para pihak yang terkait.  Berkaitan dengan teori yang telah dikemukakan oleh John 

Rawls dan Aristoteles di atas, lembaga KI berkembang sebagai pihak yang menjamin 

keadilan bagi setiap masyarakat dalam pemenuhan kepentingan. Pemenuhan 

kepentingan yang terjadi tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap kepentingan 

pihak lainnya. Hukum berperan sebagai pengarah nilai keadilan terhadap suatu 

keputusan yang bersifat adil atau tidak adil dalam aturan yang berlaku.  

Nilai keadilan merupakan dasar dari aturan hukum. Dengan demikian, keadilan 

memiliki sifat komplit dan baik bagi hukum.26 Keadilan disini berkaitan dengan 

pelindungan hukum bagi pihak wirausaha lokal untuk dapat mempertahankan hak-hak 

yang dimilikinya, berupa kepemilikan atas produk atau barang yang ditandai dengan 

pemegang hak atas IG atas produk atau barang tersebut. Pemegang hak atas IG produk 

atau barang tersebut tentunya memiliki hak penuh terhadap barang tersebut, yaitu 

salah satunya dengan cara pengelolaan atas produk atau barang tersebut dengan lebih 

baik tanpa harus khawatir adanya gangguan dari pihak lain yang ingin memasarkan 

produk atau barang tersebut tanpa izin dari pemegang hak atas indikasi produk atau 

barang tersebut. 

 
26  
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b. Teori Negara Hukum Kesejahteraan 

Penelitian ini juga mempergunakan Teori Negara Kesejahteraan berkembang 

pada abad ke-18, teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Teori ini memberikan 

penjelasan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sah untuk menjamin 

masyarakat. Menurut Bentham, hal ini bertujuan untuk memahami konsep 

kebahagiaan atau kemakmuran bagi masyarakat. Bentham lebih jauh memahami 

bahwa sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan adalah sesuatu yang patut disyukuri, 

dan sesuatu yang menyebabkan siksaan adalah sesuatu yang mengerikan. Pemerintah 

dalam hal ini harus dapat membuat dan mengembangkan konsep kebahagian tersebut 

bagi masyarakat.27 

Konsep ini erat kaitannya dengan konsep negara hukum. Dasar dari hukum 

adalah memperoleh keadilan yang bertujuan akhir kepada kesejahteraan.28 Konsep ini 

memberikan pengertian bahwa negara telah dapat memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakatnya apabila konsep ini telah dijalankan sebagaimana mestinya. Kehadiran 

konsep negara telah ada sejak berkembangnya cita-cita hukum dan ketertiban. Negara 

hukum merupakan negara dimana semua lembaga negara, lembaga pemerintah, 

lembaga masyarakat, pejabat negara, pejabat pemerintah dan seluruh rakyat harus 

 
27

 
28

Surabaya, 2010, Hlm : 70. 
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bertindak sesuai dengan hukum. Di dalam negara hukum kekuasaan penguasa dibatasi 

oleh hukum.29 

Dalam konsep negara hukum tersebut diidealkan bahwa yang harus dijadikan 

panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau 

ekonomi. Pemikiran Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum sangat berpengaruh 

sampai saat ini. Menurut Stahl. Tugas negara bukan sekadar menjadi penjaga malam, 

namun mendorong mediasi secara lebih luas dan efektif di bidang keuangan, sosial, 

dan budaya. Konsep semacam ini dikenal dengan istilah welvaarstaat atau negara 

kesejahteraan. Konsep Stahl tentang negara hukum terbagi atas : 

A. Pengakuan dan jaminan kebebasan bersama dari ; 
B. Negara bergantung pada Trias Politika; 
C. Pemerintahan berdasar atas aturan hukum atau undang-undang  
D. Terdapat pengadilan negara yang dipercaya untuk menangani kasus-kasus 

melanggar hukum oleh pemerintah. 30 
 

Dari perspektif teori negara hukum ini, mendapatkan pemahaman bahwa 

Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berlandaskan atas Pancasila sebagai 

ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Inti terdalam dari negara 

hukum Indonesia, dapat di identifikasi dengan tunduknya penguasa dan rakyat 

terhadap hukum Indonesia yang dibuat secara demokratis berasaskan Pancasila 

 
29 -

154. 
30 -Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman 

di Indonesia  
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sebagai cita hukum.31 Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan, untuk meningkatkan 

kesejahteraan bagi masyarakat serta memajukan kehidupan berbangsa dan bertanah air 

berlandaskan atas Pancasila. Hal ini menunjukkan konsep negara kesejahteraan 

(Welfare State) Indonesia adalah Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila yang 

tugasnya bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban semata, tetapi juga berperan 

aktif mensejahterakan rakyat. 

Menurut Muhammad Saifuddin, Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila lebih 

utuh secara substantif dalam memaknai hakikat manusia sebagai makhluk sosial 

(warga masyarakat) dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karena unsur-unsur 

yang terkandung di dalamnya baik dari konsep Rechstaat dan Rule of Law sebagai 

landasan kefilsafatan kenegaraan.32 Secara substantif, Konsep Negara Hukum 

Kesejahteraan Pancasila menurut UUD 1945 mengandung jiwa dan semangat 

Pancasila yang oleh Philipus M. Hadjon 

 

1. Negara menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat 
berdasarkan asas kerukuna. 

2. Terjalin hubungan fungsional yang proforsional antara kekuasaan-kekuasaan 
negara. 

 
31  dalam penyelenggaraan 

Nasution, 2011, Hlm : 86. 
32   Hukum 

dalam UU No. 25 Tahun 2007 Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam 

Palembang, 2012, Hlm: 2834-2835 
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3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana 
terakhir. 

4. Menekankan hak asasi manusia yang seimbang dengan kewajiban asasi manusia.33 
 

Sedangkan menurut M. Yamin 

akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh 

selanjutnya M. Yamin 

dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasan keadilan masyarakat 

34 Tercapainya tujuan dan fungsi negara dalam mewujudkan 

kesejahteraan rakyat ini adalah dengan pemberian kekuasaan kepada negara melalui 

kewenangan yang sifatnya hanya penugasan, sesungguhnya negara dari, oleh, dan 

untuk rakyat, bahwa negara berasal dari kemauan masyarakat dan merupakan alat 

yang diadakan oleh rakyat untuk mencapai wujudnya. 35  

Berdasarkan uraian diatas mengenai teori negara hukum kesejahteraan, penulis 

berpendapat bahwa penggunaan teori ini bertujuan sebagai konsep analisis untuk 

mengetahui seberapa jauh teori tersebut dapat memberikan jawaban terhadap konsep 

negara kesejahteraan yang memberikan peran aktif kepada pemerintah dalam kegiatan 

perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Teori ini dinilai sebagai teori 

 
33  bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-

prinsip, Penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan 
 

34 : Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-
Indonesia Press : Jakarta, 1995, Hlm : 69. 

35  
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paling komplit sampai saat ini. Teori ini memiliki hubungan sebab akibat yang erat 

dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, hal tersebut disebabkan oleh karena dasar 

dari teori ini yang memberikan pemahaman bahwa dengan adanya campur tangan 

negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat maka negara dalam 

hal ini akan dapat secara menyeluruh melakukan pengawasan dalam rangka 

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.  

Teori ini juga merupakan salah satu teori yang sangat relevan digunakan dalam 

penelitian ini karena teori negara kesejahteraan ini memberikan gambaran bahwa 

negara memiliki peran aktif dalam memberikan pelindungan hukum bagi masyarakat 

pada umumnya dan wirausaha lokal pada khusus nya agar terhindar dari perbuatan-

perbuatan curang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mana dalam hal ini 

seperti perbuatan penjiplakan, pembajakan maupun perbuatan curang lainnya. Hal ini 

dapat di wujudkan negara dengan cara membuat pengaturan hukum yang di tuangkan 

dalam peraturan perundang-undangan negara yang sah secara hukum negara republik 

Indonesia, dan apabila pengaturan hukum tersebut telah di jalankan dengan baik maka 

akan terciptalah peningkatan kesejahteraan khususnya bagi wirausaha lokal tersebut 

sebagai upaya tercapainya pembaruan ide dasar yang terkadung dalam pelindungan 

hukum bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. 
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2. Middle Range Theory 

a. Teori Perlindungan Hukum  

  Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yang biasa disebut 

rechtsberchherming van de bergers tegen de overhead.36 Awal mula munculnya teori 

perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum.37Aliran ini merupakan buah 

pemikiran dari oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari pencipta yang bersifat umum dan 

abadi, dimana hukum dan perilaku tidak boleh terpisah. Menurut Fitzgerald 

menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan untuk menjelaskan berbagai 

kebutuhan dalam masyarakat karena masih dalam satu ranah kepentingan, 

pelindungan terhadap kepentingan tertentu harus dapat cara mengurangi kepentingan 

pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengatur hak dan kepentingan manusia 

sehingga hukum memiliki pengaruh yang besar untuk mengatur kebutuhan manusia 

yang perlu dilindungi dalam bentuk peraturan.38 

Selain dari pada itu, konsep perlindungan hukum yang dikembangkan oleh 

Philipus M. Hadjon ini juga terdiri atas : 

1. Perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan keluhan atau opininya sebelum pemerintah mendapat bentuk yang 
pasti, pelindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya perdebatan, 
sehingga pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan. 

2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan perdebatan.39 
 

 
36 Philipus M. Hadjon, 1987, Op.Cit, Hlm : 1. 
37  

11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html, diakses pada tanggal 28-03-2019, Pukul : 10:15 WIB. 

38

Hlm : 69. 
39. Philipus M. Hadjon, 1987, Op.Cit Hlm : 2. 
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Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa adanya hak yang dimiliki 

oleh setiap orang untuk mendapatkan sumber daya untuk melanjutkan kehidupannya 

dengan terjamin dan dilindunginya diri mereka oleh hukum sehingga akan 

terbentuknya suatu kebijakan yang sesuai dalam poses pengambilan keputusan dalam 

bidang politik , ekonomi, bagi peningkatan sumberdaya alam pribadi maupun 

kelompok yang tersusun secara baik.40  

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah merupakan 

bentuk dari perwujudan dari HAM yang dimiliki oleh seseorang, sehingga hukum 

dapat memberikan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.41 Dalam hal ini Satjipto 

Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah pemberian hak asasi 

manusia sebagai bentuk dari hak-hak yang melekat pada diri seseorang. 

Lili Rasyidi dan I.B Wysa Putra menilai hukum mempunyai kemampuan 

sebagai pelindung tidak hanya bersifat fleksibel dan adaptif, namun juga mampu 

melakukan penanggulangan.42 Sementara itu, Sunaryati Hartono mengatakan, 

peraturan dibuat untuk masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik 

dalam dalam mengakui hak-hak masyarakat.43 

Pengertian-pengertian menurut para ahli tersebut menunjukkan bahwa di dalam 

konsep pengertian perlindungan hukum tersebut memiliki keterkaitan dengan HAM, 

yang mana hak tersebut sangat berkaitan dengan tugas negara dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi masyarakat. Untuk itulah, UUMIG harus memberikan 
 

40 Ibid. 
41Satjipto Rahardjo, 2000, Op.Cit Hlm : 53. 
42

Hlm : 118. 
43

Hlm : 55.  
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perlindungan seimbang bagi para pihak yang terkait sebagai landasan perlindungan 

HAM. Konsep perlindungan  hukum ini bukan hanya memperlihatkan adanya 

pengaruh pemerintah dalam pembentukkan hukum akan tetapi adanya kesadaran dari 

para pihak yang terkait secara seimbang, akan tetapi juga dapat menciptakan peraturan 

hukum yang berlandasan filosofi perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. 

Sehingga para pihak yang terkait di dalam pembahasan ini seperti wirausaha lokal dan 

konsumen secara bersama-sama memiliki hak untuk di lindungi oleh hukum sesuai 

dengan takaran atau porsinya masing-masing.  

b.Teori Pembaruan Hukum 

Pembaruan ide dasar mempunyai peran penting terhadap kemajuan suatu 

bidang tertentu karena dengan adanya pembaruan ide tercipta pula lah pembaruan 

hukum. Pembaruan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk 

menyesuaikan dengan perubahan masyarakat.44 Pembaruan ini dimaksudkan untuk 

memberikan perubahan pada tatanan hukum nasional Indonesia agar menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman. Pembaruan hukum nasional sendiri diarahkan untuk 

mewujudkan hukum yang berdasarkan kehendak rakyat (demokratis), maka 

seyogianya undang-undang yang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum 

nasional dalam proses pembentukannya harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi 

 
44 

Volume. 4 Nomor. 3, 2015, Hlm : 676. 
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yang ditandai dengan melibatkan secara aktif dan menyeluruh lapisan masyarakat agar 

berpartisipasi di dalamnya.45  

Penelitian ini mempergunakan teori hukum pembaruan dari Mochtar 

Kusumaatmadja. Konsepsi pembaruan hukum yaitu hukum sebagai wadah pembaruan 

dalam pembangunan masyarakat, konsep ini dikembangkan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja dari hasil pendapat Roscue Pound yang menjelaskan bahwa hukum 

merupakan keadaan fakta yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang lahir dan 

berkembang dengan baik. Teori ini memiliki pengaruh yang penting pada hukum, 

adanya hubungan hukum yang terjalin dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk 

menciptakan perubahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga dalam hal ini hukum 

dapat disimpulkan memiliki peran aktif dalam perkembangan negara kesejahteraan. 

Hukum tombon utama negara Indonesia dalam peningkatan pembangunan yang 

bertujuan sebagai peningkatan kesejahteraan di masa depan dalam membuatan 

kebijakan dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh 

rakyat Indonesia.46 Menciptakan kesejahteraan rakyat di masa akan datang telah diatur 

dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, hal ini telah diatur dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan 

jangka panjang pada tahun 2005 sampai dengan 2025 yang memiliki tujuan 

 
45 Undang-Undang dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional Di Era 

 
46  dalam setengah abad terakhir 
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menjadikan Indonesia yang tangguh, kuat, adil dan makmur seperti yang terkandung 

dalam pembukaan UUD 1945 dan perubahannya47. 

Pembaruan hukum sendiri merupakan landasan filosofi bagi pembangunan 

hukum Indonesia yang memiliki keterkaitan hukum dengan ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 33 UUD 1945 yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Ayat (1) pasal berkaitan dengan perekonomian yang tumbuh dan berkembang 
disusun di Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan  

2. Ayat (2) berisikan tentang kegiatan-kegiatan penting bagi negara adalah merupakan 
kegiatan yang tentunya bergerak di bidang perekonomian yang bertujuan untuk 
mensejahterakan Masyarakat. 

3. Ayat (3) menjelaskan tentang segala sesuatu yang terdapat dalam bumi dan 
kekayaan alam yang terdapat didalamnya berada di bawah penguasaan negara dan 
hal ini digunakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

4. Serta ayat (4) menjelaskan bahwa sistem perekonomian yang dipakai indonesia 
adalah perekonomian nasional yang berlandaskan atas demokrasi, berdasarkan atas 
prinsip berkeadilan, berkesinambungan yang pada akhirnya bertujuan utnuk 
memberikan kemajuan perekonomian Indonesia.  

 
Kajian teori hukum pembaruan menurut Mochtar Kusumaatmadja sehubungan 

dengan pengaturan pembaruan ide dasar pelindungan hukum bagi wirausaha lokal 

berorientasi kesejateraan sosial ini berkaitan dengan adanya peran penting 

perkembangan pembangunan hukum KI di masa yang akan datang. Pembangunan 

hukum KI sendiri merupakan bidang hukum yang sifatnya netral yang mana dalam hal 

ini tetap harus memperhatikan interaksi modern mengenai perkembangan yang terjadi 

di berbagai negara yang tentunya tetap berlandaskan atas Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam konteknya, Indonesia dapat mengadopsi bidang hukum negara lain beserta 

asas-asas hukumnya yang bersifat netral. Hal ini dapat dilakukan apabila hukum KI 

 
47 

perlindungan hukum  
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negara lain di rasa lebih yang tentunya memiliki tujuan untuk pengembangan hukum 

KI di Indonesia sendiri.  

Tujuan Undang-undang KI sendiri pada awalnya adalah untuk memberikan 

kemajuan sekaligus perubahan kearah yang lebih baik bagi para yang terlibat di 

dalamnya (baik pemilik produk atau barang terindikasi geografis maupun mencipta 

suatu karya). Undang-undang KI sendiri menjadi instrumen penting yang digunakan 

oleh pemilik barang atau produk terindikasi geografis maupun penemu atau pencipta 

suatu karya untuk bisa mendapatkan sebuah pengakuan sebagai pemilik atau penemu 

sebuah karya dalam bentuk penghargaan yang dimanefestasikan secara kongkret 

dalam bentuk royalti bagi pemilik suatu produk atau barang maupun penemu atau 

pencipta sebuah karya yang telah diciptakannya. Serangkaian perkembangan Undang-

undang KI sendiri sejatinya mengarahkan kepada satu proses untuk memaksimalkan 

nilai dan mempertahankan sebuah keuntungan dari eksistensi yang dimiliki oleh si 

pemilik produk atau barang terindikasi geografis maupun penemu atau pencipta suatu 

karya tersebut guna memotivasi mereka untuk dapat menemukan hal baru dan 

meningkatkan kualitas dari karya yang mereka ciptakan, demi peningkatan 

kesejahteraan bagi mereka.  

Pemikiran di atas tentunya juga tidak hanya memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan Undang-undang KI secara umum saja akan tetapi pengaturan ini juga 

dapat di kembangkan dalam Undang-undang KI bidang IG yang di gunakan untuk 

pengaturan pembaruan ide dasar pelindungan hukum bagi wirausaha lokal sehingga 

mereka mendapatkan hak yang seharusnya mereka miliki dan dapat 

meningkatkan  kehidupan perekonomian mereka ke arah yang lebih baik, sehingga di 

masa yang akan datang pengaturan perundang-undangan bidang hukum KI ini dapat 
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memberikan patokan yang jelas dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang 

terlibat di dalamnya. 

3. Applied Theory 

a. Teori Pelindungan Kepentingan Makro  

Teori hukum menegaskan perlunya pelindungan terhadap kepentingan makro. 

Menurut Ranti Fauza Mayana, teori-teori tentang pelindungan hukum KI 

sebagaimana diuraikan oleh Robert M Sherwood tersebut diatas perlu disempurnakan. 

Atas dasar itu, Ranti Fauza Mayana mengembangkan teori kepentingan makro 

dengan memasukkan kepentingan makro sebagai upaya untuk mendorong imajinasi 

masyarakat sehingga penghargaan tidak dianggap sebagai hal utama yang 

memberikan manfaat kepada Masyarakat, tetapi lebih luas cakupan implikasinya yaitu 

untuk menciptakan kreativitas secara nasional. Dengan demikian pemberian 

penghargaan tersebut akan menjadi sumbangan konkret bagi negara dalam 

pembangunan ekonominya.48 Teori pelindungan kepentingan makro ini 

dikembangkan menjadi 2 teori yang akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Teori Mekanisme Pasar 

Ide dasar teori mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Maskus ini 

sebenarnya sama dengan semangat yang dimiliki oleh teori penghargaan, teori 

perbaikan dan teori insentif yang dikembangkan oleh Robert M. Sherwood, yaitu 

 
48 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas, PT 

Gramedia Widyasarana Indonesia : Jakarta, 2004, Hlm. 45, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 
 dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di 
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berupa pengakuan terhadap hak sebagai benda tidak berwujud yang mengandung 

kekayaan intelektual yang sifatnya eksklusif yang dihasilkan dengan pengorbanan 

tenaga, biaya dan waktu. Sehingga harus diberikan kompensasi sebagai bentuk 

penghargaan perbaikan dan insentif kepada pemilik KI.49  

KI menurut Keith E. Maskus adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta 

atau aset berupa benda yang tidak berwujud (Intangible Assets), yang sampai pada 

 yang berwujud. Namun 

perbedaannya adalah pada aspek Exlusivitaslah yang menimbulkan hak dan hak 

tersebut tidak lain adalah penggantian terhadap upaya yang telah dilakukan atau 

dikorbankan oleh pemilik karya individual. Pengeluaran mencakup biaya waktu dan 

pengorbanan. Lebih lanjut menurut Keith E Maskus menyebutkan bahwa KI adalah 

HKI memiliki karakter personaldan privat. Akan tetapi, masyarakatlah yang mendapat 

kemaslahatan melalui sistem pasar. KI yang telah mendapat atau telah dikemas 

dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu merupakan  pemiliknya 

menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena pelaksanaan 

sistem yang menguntungkan pihak. KI menerapkan unsur penerapan industri 

(Industrial Applicability), yang akan memberikan peningkatan bagi perkembangan 

ekonomi.50  

 
49  Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, Loc.Cit, hlm : 153. 
50 Keith E. Maskus

Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia
Setara Press : Malang, 2017, Hlm : 153. 
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Menurut Muhammad Syaifuddin mekanisme pasar bagi KI selain mempunyai 

manfaat bagi masyarakat, masyarakat juga mempunyai keinginan untuk mengambil 

manfaat dari KI tersebut. Mekanisme pasar inilah yang menciptakan hak eksklusif 

bagi pemilik atau pemegang hak yang terdaftar di kantor pendaftaran KI untuk dapat 

memonopoli sendiri atau memberikan lisensi pemanfaatan nilai ekonomi dalam KI 

tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian menawarkannya kepada 

masyarakat, yang dengan dilakukannya proses tersebut di atas terciptalah sistem 

penawaran dan permintaan itu sendiri. 

Melalui permintaan dan penawaran tersebut terciptalah sistem pasar yang 

mempertemukan pemegang KI dan masyarakat dengan memiliki hubungan yang 

berkesinambungan, sebab pada akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-

barang hasil kreativitas yang telah di ciptakan oleh si pemegang KI. Sistem KI sendiri 

memiliki unsur berkesinambungan atau estafet misalnya dalam hal paten, inventor 

harus membuka dan mengungkap invensinya. Dengan demikian publik akan 

mengetahui isi invensi tersebut, keterbukaan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan 

minat pihak lain untuk meningkatkan kegiatan invensi tersebut untuk kemudian 

dimintakan paten yang baru begitu seterusnya secara estafet dan sesuai kehendak 

pasar51. Sistem ini tentunya akan menciptakan suatu mekanisme pasar yang baik bagi 

para pihak baik untuk masyarakat maupun pemegang KI itu sendiri.  

 
51 Keith E. Maskus, Op.Cit, Hlm. 157, 

Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia
Setara Press : Malang, 2017, Hlm : 155. 
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2.  Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi 

Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth Stimulus Theory) 

merupakan teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood teori ini mengakui 

bahwa pelindungan hukum terhadap KI merupakan alat pembangunan ekonomi, yang 

tujuan keseluruhan untuk membangun sistem perlindungan hukum yang efektif bagi 

KI.52 Selain dari pada itu, Menurut Ranti Fauza Mayana, Teori Stimulus Pertumbuhan 

Ekonomi yang dikembangkan oleh Robert M. Sherwood sangat relevan untuk 

dijadikan alasan keamanan KI saat ini, khususnya dalam menghadapi masa deregulasi 

dan hasil pengukuhan pemahaman WTO oleh Indonesia. Hasil Indonesia dalam WTO 

adalah harus diciptakannya pelindungan KI yang memadai, baik bagi KI nasional 

maupun KI asing.53  

Menurut Muhammad Saifuddin teori ini juga sangat relevan dijadikan dasar 

pelindungan hukum bagi KI, termasuk rekayasa genetika saat ini, karena berfungsi 

sebagai alat pembangunan ekonomi sekaligus alat pelindungan pembangunan 

ekonomi nasional itu sendiri. Hasil karya intelektual manusia yang mengandung KI 

harus mendapat pelindungan hukum KI agar dapat menumbukan semangat dan 

 
52  Robert M. Sherwood, Op.Cit, hlm.41, , 

Perlindungan Rekayasa Genetika(Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia
Malang : Setara Press, 2017, hlm : 156. 

53 Ranti Fauza Mayana, Op.Cit, Hlm 91, 
Perlindungan Rekayasa Genetika (Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia
Setara Press : Malang, 2017, Hlm : 156. 
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memotivasi para perekayasa genetika untuk terus menghasilkan karya-karya 

intelektual guna meningkatkan aktualisasi diri mereka dan peningkatan perkembangan 

hidup masyarakat, selain dari pada itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dapat 

memberikan keuntungan secara materiil dari hasil karya intelektual tersebut untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan dapat memberikan pelindungan 

terhadap hak-hak yang mereka miliki agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti : penipuan, 

pembajakan, penjiplakan, maupun tindakan curang lainnya. 

Lebih lanjut Muhammad Syaifuddin juga menjelaskan alur berpikir hukum 

teori stimulus pertumbuhan ekonomi yang mendasari pelindungan hukum terhadap 

kepentingan makro dalam KI ini apabila di implementasikan akan mempunyai 

korelasi yang erat dengan pengembangan dan peningkatan proses dari produk 

rekayasa genetika, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi dan 

industri yang besar baik untuk perekayasa maupun untuk masyarakat dan negara.  

Teori pelindungan kepentingan makro ini merupakan teori yang tidak kalah 

pentingnya bagi penelitian ini, hal tersebut disebabkan dengan menerapkan isi dari 

teori ini, akan memberikan pengaruh yang besar pada sistem pelindungan hukum IG 

bagi wirausaha lokal. Adapun pengaruh besar tersebut dapat dilihat dari bagian dari 

teori pelindungan kepentingan makro itu sendiri, yaitu teori mekanisme pasar dan 

teori stimulus pertumbuhan ekonomi. Dalam teori mekanisme pasar ini memberikan 

gambaran kepada kita bahwa adanya hubungan yang berkesinambungan antara 

pemegang KI dan masyarakat sendiri, hal tersebut dapat kita lihat dalam KI bidang IG 
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yang mana dalam hal ini pemilik dan pemegang KI dapat memasarkan hasil karyanya 

atau pemilik atau pemegang KI dapat mendaftarkan tempat ataupun hasil karyanya 

yang memiliki manfaat tersebut ke kantor dirjen KI sehingga manfaat tersebut dapat 

sampai pada masyarakat yang membutuhkannya, dan di lain sisi pada masyarakat 

yang mempunyai keinginan mendapatkan manfaat dari suatu tempat yang memiliki 

barang atau produk yang memiliki suatu ke khasan atau suatu hasil karya dari pemilik 

maupun pemegang KI itu sendiri. Dengan adanya hubungan yang berkesinambungan 

tersebut akan menciptakan sebuah mekanisme pasar yang saling menguntungkan 

antara pemegang atau pemilik KI dengan masyarakat yang membutuhkan manfaat dari 

barang atau produk tersebut. 

Teori stimulus pertumbuhan ekonomi merupakan teori yang tidak kalah 

pentingnya bagi perkembangan dan kemajuaan KI bidang IG di Indonesia itu sendiri, 

dengan menerepkan teori ini tentunya akan memberikan semangat dan motivasi 

kepada para pemegang dan pemilik KI untuk terus menggali dan mengasah 

kemampuannya untuk menghasilkan sebuah karya atau dapat menemukan sebuah ke 

khasan dari daerahnya yang tentunya hal tersebut akan memberikan manfaat bagi 

masyarakat yang menginginkan barang atau produk tersebut. Selain dari pada itu 

dengan adanya stimulus pertumbuhan ekonomi juga dapat menumbuhkan 

kesejahteraan bagi pemegang dan pemilik dari KI tersebut, karena dengan mengetahui 

manfaat dan kegunaan dari barang atau produk tersebut akan menciptakan daya jual 

yang baik terhadap barang atau produk tersebut, hal yang tidak kalah pentingnya 

apabila stimulus pertumbuhan ekonomi ini berjalan dengan baik sehingga 
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menciptakan pelindungan hukum yang kuat bagi pemegang dan pemilik barang atau 

produk KI khususnya bidang IG ini, hal tersebut disebabkan dengan adanya 

pelindungan hukum yang kuat ini para pihak yang tidak memiliki kepentingan tidak 

dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti peniruan, 

pembajakan, penjiplakan maupun tindakan curang lainnya. 

b. Teori Pelindungan Kepentingan Mikro 

Selain dari pada teori yang telah disebutkan di atas, terdapat teori lain yang 

mempunyai keterkaitan yang cukup erat terhadap penelitian ini yaitu teori 

pelindungan kepentingan mikro. Teori pelindungan kepentingan mikro ini sendiri 

dapat di golongkan menjadi 4 teori. Adapun ke empat teori tersebut akan di uraikan 

sebagai berikut :  

1. Teori Penghargaan 

Menurut Robert M Sherwood teori penghargaan merupakan teori yang 

memberikan pengertian bahwa KI yang telah disampaikan oleh seseorang,, maka 

perancang atau pembuatan, pencipta atau penulisan hendaknya diberi suatu 

kehormatan sebagai imbalan atas usaha imajinatifnya dalam menemukan atau 

membuat atau merencanakan karya ilmiah tersebut.54 Sebagai sesuatu yang bermula 

dari kemampuan intelektual manusia maka KI sebagaimana ditunjukkan oleh 

penjelasan Mike Komar dan Ahmad M. Romli perlu mendapatkan kepastian hukum 

 
54 

-13, dalam Muhammad 
 dan Perlindungan 

Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia  



52

 

yang memuaskan atas penjelasan bahwa keistimewaan diberikan kepada pencipta 

dalam bidang ilmu pengetahuan,  seni dan inovasi baru. yang mengandung perlu 

mendapatkan kepastian hukum yang memuaskan atas penjelasan bahwa 

keistimewaan diberikan kepada pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan,  

Dengan demikian sudah menjadi aturan hukum memberikan suatu 

pelindungan bagi `pembuat dan kepada mereka yang melakukan penemuan dengan 

mengerahkan segala kemampuan intelektualnya tersebut sebagai hadiah atas jerih 

payahnya.55 Pemberian penghargaan kepada setiap individu atau substansi sah yang 

telah melahirkan HKI merupakan suatu kesan pengakuan mengingat keseimbangan 

regulasi HKI karya ilmiah manusia yang imajinatif dalam bidang ilmu 

pengetahuan, ekspresi dan tulisan, serta karya ilmiah manusia yang kreatif dalam 

bidang inovasi. . Pemberian tersebut kemudian dibuntuti dengan memberikan 

jaminan yang cukup halal terhadap hasil karya intelektual manusia yang 

mengandung KI.56 

2. Teori Perbaikan  

Sejalan dengan teori penghargaan yang telah dikemukakan di atas, Robert M 

Sherwood juga mengatakan teori perbaikan juga merupakan teori yang yang memiliki 

 
55  Hak Atas Kekayaan Intelektual Masa Kini dan 

Menghargai Haki di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke 20, Lembaga Penelitian Institut Teknologi 
Bandung-Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, Merek, Departemen Kehakiman RI Sasana Budaya Ganesha, 28 

Genetika(Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman 
2017, Hlm : 145. 

56 Ibid 
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peran penting dalam perkembangan KI. Menurut Robert M Sherwood teori ini 

menjelaskan bahwa suatu hasil karya intelektual manusia karena adanya kemampuan 

cipta rasa dan karsa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa namun dalam 

proses menghasilkan KI tersebut membutuhkan pengorbanan berupa pemikiran tenaga 

waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain dari pada itu berisikan pula tentang 

keseluruhan pemikiran bahkan perasaan yang merupakan pengeluaran-pengeluaran 

sebagai wujud konkret dari pengorbanan yang telah diberikan oleh orang atau badan 

hukum dalam proses menghasilkan karya intelektual yang mengandung KI dan 

bermanfaat bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, negara membuat hukum KI yang berlaku atas asas keadilan 

yang mengembalikan keseluruh pengeluaran, sehingga dapat mengembalikan 

pengorbanan dalam proses pembuatan KI. Teori perbaikan merupakan respon atau 

sikap dasar yang sama dengan teori penghargaan yaitu berupa pengakuan terhadap 

akibat karya ilmiah manusia yang mengandung KI, namun dalam teori perbaikan 

bukan sekedar pemberian penghargaan sebagai bentuk pengakuan yang substansial 

saja.  Penggantian dengan mengembalikan biaya. seperti renungan, waktu, tenaga 

selama melahirkan karya ilmiah yang berasal dari KI.57 

3. Teori Insentif 

Teori Insentif (Incentive Theory), yang oleh Robert M Sherwood yang 

memiliki keterkaitan dengan pengembangan dengan cara memberikan sesuatu yang 

 
57 Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, Loc.Cit, hlm : 146. 
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bernilai bagi para penemu atau pencipta ataupun desain tersebut. Berdasarkan teori 

hukum ini, insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan 

penelitian yang berguna.58  

Selain itu, menurut Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani pemberian 

penghargaan sebenarnya masih dalam tujuan sebenarnya undang-undang dalam 

memberikan pengakuan terhadap HKI, oleh karena itu teori insentif menghendaki 

adanya hukum dalam pengakuan terhadap hasil karya intelektual manusia yang 

mengandung KI dimanifestasikan secara konkret berupa insentif yang diberikan oleh 

negara pada pihak lainnya. Sehingga orang dan badan hukum akan termotivasi dan 

berupaya untuk menghasilkan karya intelektual  

Lebih lanjut Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani juga menjelaskan 

bahwa pemanfaatan nilai ekonomi secara monopoli yang diberikan oleh negara 

kepada orang atau badan hukum yang menghasilkan karya intelektual manusia yang 

mengandung KI adalah manifestasi konkret dari semangat hukum KI yang dibentuk 

dan diberlakukan oleh negara untuk mengakui dan melindungi KI. Sehingga orang 

atau badan hukum lainnya yang ingin memanfaatkan KI tersebut harus memperoleh 

lisensi dari dan membayar royalti kepada orang dan badan hukum yang telah 

menghasilkan dan mendaftarkan KI itu ke kantor pendaftaran KI. 

 

 

 
 58 Ibid. 



55

 

4. Teori Risiko 

Robert M. Sherwood mengemukakan pula adanya teori ke empat yang disebut 

dengan Teori Resiko (Risk Theory). Dalam Teori hukum diketahui bahwa KI adalah 

suatu hasil karya yang mengandung resiko. KI yang merupakan hasil dari suatu 

penelitian mengandung resiko yang dapat memberdayakan orang lain untuk terlebih 

dahulu menemukan strategi atau mengembangkannya lebih lanjut sehingga masuk 

akal untuk memberikan semacam jaminan hukum terhadap usaha atau kegiatan yang 

mengandung bahaya tersebut.59 

Risiko di sini menurut Muhammad Syaifuddin merupakan risiko berupa 

penggunaan KI tanpa izin dari pemilik atau pemegang KI yang telah didaftarkan pada 

kantor pendaftaran KI, misalnya membuat, memanfaatkan, menjual, mendatangkan, 

menyewakan, menyerahkan, menampung jual beli/menyewakan/menyerahkan tanpa 

izin dari pemilik atau pemegang kebebasan yang didaftarkan pada kantor pendaftaran 

KI. 

Selain dari pada itu, Nina Nuraini menegaskan bahwa resiko yang akan terjadi 

dari penggunaan yang melanggar hukum menyebabkan kerugian finansial dan moral 

bagi penemu dapat dihindari apabila memiliki dasar hukum yang kuat.60 Dasar hukum 

 
59  Robert M Sherwood,  

Perlindungan Rekayasa Genetika(Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di 
Indonesia  

60  (guna peningkatan daya saing 

Perlindungan Rekayasa Genetika(Relasi Moral, KI dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di 
Indonesia  
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merupakan kunci dari terciptanya pelindungan KI guna menghindari risiko yang 

muncul dari penggunaan atau pemakaian secara tidak sah yang menyebabkan 

kerugian ekonomi maupun moral bagi penemu atau pencipta ataupun pendesain. 

Selain dari pada itu, meskipun pengaturan hukum KI yang anda telah cukup 

memberikan pelindungan hukum namun secara praktikal terdapat kelemahan dalam 

penegakan hukum itu sendiri. Atas dasar itu teori risiko harus diartikan dalam 

spektrum yang lebih luas, bukan hanya mengenai pengaturan hukum mengenai KI 

saja, akan tetapi juga pengaturan mengenai pengembangan dan fasilitasi kemampuan 

aparatur penegak hukum dalam proses penegakan KI.  

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu membudayakan pelindungan KI 

pada masyarakat, karena risiko pelanggaran hukum akan tetap terjadi selama budaya 

hukum masyarakat tidak mendukung proses pelindungan hukum tersebut.61 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, teori pelindungan kepentingan mikro merupakan 

teori yang memiliki peranan penting bagi perkembangan KI khususnya bidang IG. Hal 

tersebut dapat kita lihat dalam bagian-bagian dalam teori pelindungan kepentingan 

mikro yang terdiri atas teori penghargaan, teori perbaikan, teori insentif maupun teori 

risiko. Ke 4 teori yang merupakan bagian dari teori pelindungan kepentingan mikro 

ini merupakan teori yang saling melengkapi dalam KI bidang IG, adapun bentuk dari 

 
61 Muhammad Syaifudin, Op.Cit, hlm. 51-52. 
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penerapan saling melengkapi disini adalah melalui teori penghargaan ini tentunya 

wirausaha lokal dapat diberikan penghargaan sebagai upaya dari kreativitas yang telah 

mereka lakukan.  

Selain dari pada itu, melalui teori ini juga dapat mengambil suatu pemahaman 

bahwa tentunya wirausaha lokal tentunya bukan hanya mendapatkan penghargaan 

akan tetapi juga mendapatkan perbaikan terhadap pengorbanan (semangat hukum 

dalam pemberian pengakuan KI) dengan cara pengembalian pengeluaran berupa 

pemikiran, tenaga, dan waktu. Keterkaitan yang tidak kalah pentingnya lagi bagi KI 

bidang IG ini adalah dengan teori insentif. Teori ini menjelaskan bahwa hasil dari KI 

bidang IG ini dapat dimanifestasikan secara konkret berupa insentif dari negara atau 

pihak lain. Tujuan dari teori ini bila di hubungkan dengan KI bidang IG adalah agar 

para wirausaha lokal akan termotivasi menciptakan atau melakukan keativitas baru, 

selain dari pada itu dengan menerapkan teori insentif ini akan memberikan dampak 

yang baik terhadap harga dari produk karena orang dapat mengetahui khasiat dan 

kegunaan dari barang tersebut dan secara tidak langsung akan meningkatkan harga 

dari barang atau produk terindikasi geografis tersebut.  

Melalui ke 3 teori tersebut teori risiko merupakan teori yang tidak kalah penting 

dari ketiga teori di atas, teori risiko sendiri memiliki peran yang tidak kalah penting 

hal tersebut disebabkan dengan masyarakat mengetahui khasiat dan kegunaan dari 

suatu barang atau produk yang terindikasi geografis tentunya banyak pihak yang akan 
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menggunakan kesempatan tersebut untuk meniru barang atau produk yang terindikasi 

geografis tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk resiko yang akan di hadapi si 

pemilik barang atau produk terindikasi geografis, untuk itulah perlunya pelindungan 

bukan hanya dari pengaturan hukum akan tetapi pengembangan dan fasilitasi 

kemampuan aparatur penegak hukum itu sendiri. Tidak hanya sampai disitu bentuk 

pelindungan hukum juga harus mendapat dukungan dari budaya hukum masyarakat, 

karena apabila tidak mendapat dukungan dari budaya hukum masyarakat maka tidak 

akan terbentuknya pelindungan hukum terhadap KI bidang IG ini. 
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Bagan 3 
Kerangka teori yang menjadi landasan untuk menjelaskan mengenai 
pembaruan  ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal 

berorientasi kesejahteraan sosial 
 

 

 

A. Teori Keadilan 
Keadilan berkaitan dengan pelindungan 

hukum bagi pihak Wirausaha Lokal untuk 
dapat mempertahankan hak-hak yang 
dimilikinya, berupa kepemilikan atas produk 
atau barang yang ditandai dengan Pemegang 
Hak Atas IG atas produk atau barang 
tersebut. Pemegang Hak Atas IG produk atau 
barang tersebut tentunya memiliki hak penuh 
terhadap barang tersebut, yaitu salah satunya 
dengan cara pengelolaan atas produk atau 
barang tersebut dengan lebih baik tanpa harus 
khawatir adanya gangguan dari pihak lain 
yang ingin memasarkan produk atau barang 
tersebut tanpa izin dari pemegang hak atas 
indikasi produk atau barang tersebut.  

 
B. Teori Negara Hukum Kesejahteraan 

Konsep negara kesejahteraan 
memberikan peran aktif kepada pemerintah 
dalam kegiatan perekonomian untuk 
menciptakan kesejahteraan rakyat. Penulis 
berpendapat bahwa teori ini juga merupakan 
teori yang sangat relevan digunakan dalam 
penelitian ini karena teori negara 
kesejahteraan ini memberikan gambaran 
bahwa negara memiliki peran aktif dalam 
memberikan pelindungan hukum bagi 
masyarakat pada umumnya dan wirausaha 
lokal pada khusus nya agar terhindar dari 
perbuatan-perbuatan curang pihak-pihak 
yang tidak bertanggung jawab yang mana 
dalam hal ini seperti perbuatan penjiplakan, 
pembajakan maupun perbuatan curang 
lainnya. Hal ini dapat di wujudkan negara 
dengan cara membuat pengaturan hukum 
yang di tuangkan dalam peraturan 
perundang-undangan negara yang sah secara 
hukum negara republik Indonesia, dan 
apabila pengaturan hukum tersebut telah di 
jalankan dengan baik maka akan terciptalah 
peningkatan kesejahteraan khususnya bagi 
wirausaha lokal. 

A.  Teori Pelindungan Hukum 
Menurut Satjipto Rahardjo pelindungan 

hukum adalah memberikan pengayoman 
terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 
orang lain dan pelindungan itu diberikan 
kepada masyarakat agar dapat menikmati 
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
Tidak terlepas dari itu isi dari Undang-undang 
merek dan IG memberikan pelindungan 
seimbang bagi para pihak yang terkait sebagai 
pemenuhan dari pelindungan HAM. Konsep 
ini bukan hanya menunjukkan adanya peran 
pemerintah dalam hukum yang bertujuan 
untuk melindungi kepentingan para pihak yang 
terkait secara seimbang, akan tetapi juga dapat 
menciptakan peraturan hukum yang 
berlandasan filosofi pelindungan hukum bagi 
para pihak yang terkait. Sehingga para pihak 
yang terkait di dalam pembahasan ini secara 
bersama-sama memiliki hak untuk di lindungi 
oleh hukum sesuai dengan porsinya masing-
masing.  

 
B. Teori Pembaruan Hukum 

Pembaruan hukum mengandung pengertian 
menyusun suatu tata hukum untuk 
menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. 
Serangkaian perkembangan Undang-undang 
KI berfokus kepada satu proses 
memaksimalkan nilai dan keuntungan dari si 
pemilik produk atau barang terindikasi 
geografis maupun penemu atau pencipta suatu 
karya.  

Selain dari pada itu, pengaturan pembaruan 
ide dasar pelindungan hukum bagi wirausaha 
lokal ini memberikan hak yang seharusnya 
mereka miliki sesuai dengan porsinya masing-
masing dan dapat pula 
meningkatkan  kehidupan perekonomian 
mereka ke arah yang lebih baik, sehingga di 
masa yang akan datang pengaturan perundang-
undangan bidang hukum kekayaan intelektual 
ini dapat memberikan patokan yang jelas dan 
tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak 
yang terlibat di dalamnya 

 

A. Teori Pelindungan Kepentingan Makro 
Teori pelindungan kepentingan makro ini terbagi menjadi 

2 teori : 1. Teori Mekanisme Pasar 2. Teori Stimulus 
Pertumbuhan Ekonomi. Teori mekanisme pasar ini 
memberikan gambaran kepada kita bahwa adanya hubungan 
yang berkesinambungan antara pemegang KI dan masyarakat 
sendiri, hal tersebut dapat kita lihat dalam KI bidang IG yang 
mana dalam hal ini pemilik dan pemegang KI dapat 
memasarkan hasil karyanya atau pemilik atau pemegang KI 
dapat mendaftarkan tempat ataupun hasil karyanya yang 
memiliki manfaat tersebut ke kantor dirjen KI sehingga 
manfaat tersebut dapat sampai pada masyarakat yang 
membutuhkannya, Teori stimulus pertumbuhan ekonomi 
memberikan semangat dan motivasi kepada para pemegang 
dan pemilik KI untuk terus menggali dan mengasah 
kemampuannya untuk menghasilkan sebuah karya atau dapat 
menemukan sebuah ke khasan dari daerahnya yang tentunya 
hal tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain 
dari pada itu dengan adanya stimulus pertumbuhan ekonomi 
juga dapat menumbuhkan kesejahteraan bagi pemegang dan 
pemilik dari KI tersebut, karena dengan mengetahui manfaat 
dan kegunaan dari barang atau produk tersebut akan 
menciptakan daya jual yang baik terhadap barang atau produk 
tersebut.  
 
B. Teori Pelindungan Kepentingan Mikro 

Teori pelindungan kepentingan mikro ini di bagi menjadi 
4 teori yaitu : 1. Teori Penghargaan 2. Teori Perbaikan 3. 
Teori Insentif 4. Teori Risiko. Ke empat teori ini yang 
merupakan bagian dari teori pelindungan kepentingan mikro 
yang saling melengkapi. Melalui teori penghargaan tentunya 
wirausaha lokal dapat diberikan penghargaan sebagai upaya 
dari kreativitas yang telah mereka lakukan. Melalui teori 
perbaikan ini juga dapat mengambil suatu pemahaman bahwa 
tentunya wirausaha lokal bukan hanya mendapatkan 
penghargaan akan tetapi juga mendapatkan perbaikan 
terhadap pengorbanan dengan cara pengembalian pengeluaran 
berupa pemikiran, tenaga, waktu. Teori insentif. menjelaskan 
bahwa hasil dari KI bidang IG ini dapat dimanifestasikan 
secara konkret berupa insentif dari negara atau pihak lain 
sehingga para wirausaha lokal akan termotivasi menciptakan 
atau melakukan keativitas baru. Melalui teori risiko kita dapat 
mengetahui banyak pihak yang akan menggunakan produk 
atau barang barang terIG tanpa izin si pemegang hak IG 
tersebut sehingga dari terori ini perlunya pelindungan bukan 
hanya dari pengaturan hukum akan tetapi pengembangan dan 
fasilitasi kemampuan aparatur penegak hukum itu sendiri.  

 

Kerangka Teori 

Grand Theory Middle Range Theory Applied Theory 
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F. Penjelasan Konseptual  

1. Pembaruan Ide Dasar  

Pengertian Pembaruan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya di 

singkat KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membarui. Singkatnya, pengertian 

pembaruan sendiri dapat diartikan sebuah proses untuk membuat sesuatu yang 

berbeda sehingga menjadi pendorong terciptanya perubahan dalam suatu bidang 

tertentu. Pembaruan sendiri sejatinya memiliki tujuan untuk membuat suatu 

perubahan kearah yang lebih baik dengan cara ataupun metode yang tepat. Tidak 

hanya itu, pengertian Ide menurut KBBI adalah rancangan yang tersusun di dalam 

pikiran baik berupa gagasan maupun cita-cita. Sedangkan pengertian dasar sendiri 

menurut KBBI adalah pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan). 

Pembaruan ide dasar mempunyai peran penting terhadap kemajuan suatu 

bidang tertentu karena dengan adanya pembaruan ide dasar tercipta pula lah 

pembaruan hukum. Pembaruan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata 

hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat62 Pembaruan ide dasar ini 

dimaksudkan untuk memberikan perubahan pada tatanan hukum nasional Indonesia 

agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pembaruan hukum nasional sendiri 

diarahkan untuk mewujudkan hukum yang berdasarkan kehendak rakyat (demokratis), 

maka seyogianya undang-undang yang merupakan salah satu bagian dari sistem 

hukum nasional dalam proses pembentukannya harus mencerminkan nilai-nilai 

demokrasi yang ditandai dengan melibatkan secara aktif dan menyeluruh lapisan 

masyarakat agar berpartisipasi di dalamnya.63  

 
62 Adi Sulistiyono, 2015, Op.Cit Hlm : 676. 
63 Putera Astomo, 2014, Op.Cit Hlm : 595. 
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Pengaruh Pembaruan ide dasar ini bukan hanya dapat di lihat dari Hukum KI 

secara umum tapi juga secara khusus dalam bidang IG, hal ini dapat dilihat dari 

pembaruan ide dasar KI bidang IG pada wirausaha lokal. Pembaruan ide dasar ini 

tentunya akan memberikan patokan atau landasan yang kuat bagi pengaturan hukum 

KI bidang IG, hal ini di sebabkan oleh karena dengan adanya pembaruan ide dasar 

hak-hak yang seharusnya di miliki oleh wirausaha lokal, hak tersebut mereka 

dapatkan sebagai bentuk dari terwujudnya pelindungan hukum KI bidang IG, yang 

nantinya akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan wirausaha lokal 

yang memiliki produk atau barang yang terindikasi geografis tersebut. 

2. Pelindungan Hukum  

Pemaknaan pelindungan hukum erat kaitannya dengan hubungan timbal balik 

yang terjadi antara negara dan warga negaranya, hubungan tersebutlah yang 

melahirkan kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Hal tersebut dapat di lihat 

dari kewajiban Negara (aparat penegak hukum) untuk membuat sebuah pengaturan 

hukum yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk 

mewujudkan pelindungan hukum bagi warga negaranya, dan di lain pihak dengan di 

berlakukannya pengaturan hukum mengenai pelindungan hukum tersebut akan 

menciptakan sebuah pelindungan hukum terhadap hak-hak yang seharusnya di miliki 

oleh warga negara sesuai dengan kategori yang telah di tentukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan yang telah di uraikan di atas, kita 

dapat mengetahui pentingnya pengaturan hukum mengenai pelindungan hukum ini. 

Oleh karena itu, para ahli mencoba untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai 

pengertian dari perlindunga hukum tersebut.  
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Adapun pengertian pelindungan hukum menurut para ahli akan di uraikan 
sebagai berikut : 

 
1. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo titik awal teori 

pelindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam. Aliran ini diperkenalkan 
oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran ini  hukum berasal dari pencipta 
yang bersifat umum dan abadi, adanya hubungan antara hukum dan moral yang 
saling terkait. Penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral adalah 
gambaran dan aturan dalam kehidupan manusia64 

2. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan pelindungan hukum adalah memberikan 
hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain dan pelindungan ditujukan bagi 
masyarakat agar masyarakat dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-
hari.65 

3. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa pelindungan hukum adalah 
memberikan rasa aman terhadap masyarakat sebagai bentuk dari ham yang 
dimiliki oleh seseorang berdasarkan aturan hukum dan menghindari terjadi 
perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian.66 

4. Menurut CST Kansil pelindungan hukum adalah perbuatan yang harus dilakukan 

oleh pemerintah terhadap Masyarakat guna menciptakan rasa aman, serta 
menghindari terjadinya gangguan ataupun ancaman dari pihak lain.67 

5. Menurut Setiono pelindungan hukum adalah perbuatan yang dilakukan negara 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan 
pihak lain tanpa diiringi dengan aturan hukum yang pasti, perlindungan hukum 
seharusnya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.68 Sedangkan 
pengertian pelindungan hukum menurut pengaturan hukum sendiri lahir dari 
naskah akhir persetujuan TRIPs ( The Agreement on the trade-related aspects of 
intellectual property right) - WTO  (World Trade Organization) yang berisikan 
instrumen hukum internasional di bidang KI sebagai implikasi dari kondisi 
perdagangan dan ekonomi internasional yang di pandang semakin mengglobal.69  

 

 
64 Satjipto Rahardjo, 2000, Op.Cit Hlm : 53. 
65 Ibid 
66Philipus M. Hadjon, 1987, Op.Cit Hlm : 2. 
67  

1986, Hlm : 3. 
68 Ibid. 
69 Ranti Fauza Mayana, Op.Cit, Hlm : 113. 
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Tujuan dari di buatnya Perjanjian TRIPs sendiri adalah untuk melindungi dan 
menegakkan hukum KI itu sendiri, hal tersebut dapat di lihat dalam article 7 TRIPs 
yang menyatakan bahwa : 

 

the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of 
technology, to the mutual advantage of producers and users of technological 
knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a 

70 
 
Melalui article 7 TRIPs di atas dapat dipahami bahwa trips bertujuan untuk 

melindungi dan menegakkan hukum KI sehingga akan memberikan kemajuan di masa 

yang akan datang berupa pembaruan ide-ide dan hal yang tidak kalah pentingnya 

adalah akan mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat 

dalam KI. Indonesia sendiri dalam hal ini telah meratifikasinya ke dalam peraturan 

perundang-undangan KI sesuai bidang yang telah di akui di Indonesia.  

Pelindungan hukum memiliki peran penting dalam perkembangan kemajuan KI 

khusus nya bidang IG ini, karena dengan adanya pelindungan hukum maka hak-hak 

yang dimiliki oleh pemegang atau pemilik barang atau produk terindikasi geografis 

mendapatkan hak-hak nya secara menyeluruh sesuai dengan porsinya masing-masing, 

tidak hanya itu, para pemegang atau pemilik barang atau produk terindikasi geografis 

tidak usah lagi mengkhawatirkan para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal 

penipuan maupun penjiplakan karena hal ini telah di atur secara rinci dalam peraturan 

perundang-undangan KI bidang IG yaitu dalam UUMIG.  

 
 

70  Filsafat, Teori, Dan 
Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional, Tunggal Mandiri Publishing : Malang, 2009, Hlm : 204. 
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3. Indikasi Geografis 

Perkembangan KI bidang IG mulai menunjukkan peningkatan pada saat 

organisasi internasional yang menangani perdagangan yaitu WTO (World Trade 

Organization) membuat perjanjian TRIPs (The Agreement on the trade-related 

aspects of intellectual property right) yang mengatur tentang aspek-aspek KI yang 

terkait dengan perdagangan yang merupakan lampiran dari perjanjian internasional 

pendirian WTO.71 Dasar perjanjian TRIPs yang membahas tentang IG terdapat dalam 

Pasal 22 Ayat (2) yang menyatakan : 

 respect of  geographical  indications,  members  shall  provide  the legal  

means for interested  parties  to  prevent : The use of  any  means In the  

designation Or Presentation  of a good that Indicates or suggest that the good In 

Question originates  in a  geographical  Area  other  then they   true  place of 

origin in  a manner which misleads  the public  as  to the  geographical origin of 

the good. Any  use which constitutes an act  of   unfair  competition within  the 

 

Dari Pasal 22 ayat (2) Perjanjian TRIPs tersebut berisikan tentang pembahasan 

tentang IG yang mana negara-negara anggota harus menyediakan cara-cara hukum 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencegah bentuk penggunaan petunjuk 

atau tampilan suatu barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang 

tersebut berasal dari suatu wilayah geografis selain dari tempat asal yang benar, serta 

segala bentuk penggunaan yang dapat membentuk persaingan tidak sehat.72 

Perkembangan tersebut juga mengalami peningkatan dalam tingkat nasional 

setelah pemerintah memutuskan untuk meratifikasi perjanjian tersebut dalam 

peraturan perundang-undangan indonesia. Perkembangan IG sendiri baru mengalami 

 
71  dan 

kekayaan tradisi dalam teori  
72 Ibid. 



65

 

perkembangan setelah di undang-undangkannya UUMIG, sebelumnya pengaturan 

tentang IG sendiri merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 

tentang Merek. Perkembangan ini tentunya memberikan kemajuan khususnya bidang 

IG karena dengan adanya perubahan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat 

untuk lebih mengetahui informasi seputar IG dengan lebih dalam. KI bidang IG 

merupakan bidang yang cukup penting bagi perkembangan indonesia sendiri 

mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alam yang tentunya 

dalam hal ini memerlukan pengaturan khusus di bidang IG guna memberikan 

peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup bagi wirausaha lokal atau pun 

bagi masyarakat lokal setempat yang mengembangkan barang atau produk terindikasi 

geografis. 

4. Wirausaha Lokal  

Berbicara tentang wirausaha lokal tentunya memiliki keterkaitan yang kuat 

dengan kewirausahaan itu sendiri. Pengertian kewirausahaan secara umum adalah 

suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (inovatif) 

yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih.73  

Selain dari pada itu, pengertian kewirausahaan sendiri juga di kemukakan oleh 

para ahli. Adapun pengertian dari kewirausahaan menurut para ahli akan diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Kewirausahaan menurut Joko Untoro bahwa kewirausahaan adalah suatu 

keberanian untuk melakukan upaya upaya memenuhi kebutuhan hidup yang 

dilakukan oleh seseorang, atas dasar kemampuan dengan cara manfaatkan segala 

 
73 

-08-2020, Pukul : 10:00 WIB. 



66

 

potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan 

orang lain. 

b. Menurut Alma Buchori bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship adalah usaha 

kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, 

memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya 

berguna bagi orang lain. 

c. Kewirausahaan menurut Suryana adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai 

usaha dan mengembangkan usaha.  

d. Kewirausahaan menurut Drucker bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda  

e. Kewirausahaan menurut Siswanto Sudomo adalah segala sesuatu yang penting 

mengenai seorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat bekerja keras dan 

berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil risiko untuk 

mewujudkan gagasannya.74 

f. Kewirausahaan menurut Shane dan Venkataraman Kewirausahaan adalah proses 

yang saling terkait dalam rangka menciptakan, mengenali dan bertindak karena 

 
74 Ibid. 
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adanya peluang, dengan menggabungkan kemampuan inovasi, pengambilan 

keputusan dan keyakinan diri.75 

Dengan mengetahui pengertian kewirausahaan secara umum, maka secara tidak 

langsung kita dapat mengetahui pengertian dari wirausaha lokal secara rinci. Adapun 

pengertian dari wirausaha lokal itu sendiri adalah Sekelompok orang yang membentuk 

suatu kegiatan usaha mandiri terhadap suatu barang atau produk pada satu wilayah 

tertentu, yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu peluang usaha baru. 

Perkembangan zaman yang semakin canggih menyebabkan timbulnya inovasi baru di 

bidang kewirausahaan sendiri, banyak masyarakat yang mencoba untuk 

mengembangkan suatu barang atau produk di suatu wilayah tertentu untuk di kelolah 

dengan baik guna mendapatkan satu hasil barang atau produk yang memiliki manfaat 

bagi masyarakat yang membutuhkannya dan tentunya layak untuk di pasarkan.  

Hal ini juga menjadi satu pembahasan dalam penelitian ini, mengingat dalam 

penelitian ini membahas tentang pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal, yang 

mana dalam hal ini berisikan tentang pelindungan hukum bagi wirausaha lokal yang 

memiliki barang atau produk terindikasi geografis mendapatkan hak-hak yang 

seharusnya mereka miliki tanpa harus khawatir barang atau produk yang mereka 

miliki di tiru ataupun dilakukan penjiplakan terhadap barang atau produk terindikasi 

geografis  tersebut. 

 
75 Sapir, S., Pratikto, H., Wasiti

 Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 20 Nomor 1, 2015, Hlm 
: 81. 
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5. Kesejahteraan Sosial  

Peningkatan kesejahteraan sosial pada dasarnya memilki peran penting bagi 

masyarakat. UUD 1945 menjelaskan bahwa  negara memiliki tanggung jawab untuk 

menjaga dan melindungi warga negara Indonesia guna menciptakan kesejahteraan dan 

keadilan sosial untuk masyarakat. Adapun pengertian kesejahteraan sosial menurut 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 

memberikan penjelasan mengenai kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan yang 

di alami oleh warga negara Indonesia berupa pemenuhan kebutuhan spiritual, sosial 

dan materil yang bertujuan untuk menciptakan penghidupan yang baik, mandiri sesuai 

dengan fungsi dari kesejahteraan itu sendiri 76 

Kesejahteraan sosial merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan dalam 

penelitian ini, hal tersebut di sebabkan dengan adanya pelindungan hukum IG bagi 

wirausaha lokal akan memberikan suatu peningkatan perekonomian bagi wirausaha 

lokal itu sendiri, selain dari pada itu terjadinya hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan antara konsumen maupun wirausaha lokal. Keuntungan yang di 

dapatkan oleh konsumen adalah konsumen tidak perlu khawatir terhadap barang atau 

produk tiruan karena produk telah terdaftar sebagai barang atau produk terindikasi 

geografis, sedangkan bagi wirausaha lokal sendiri bisa menjual barang atau produknya 

tanpa harus takut pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan 

perbuatan penipuan ataupun penjiplakan terhadap barang atau produk mereka.  

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembahasan ini adalah peran penting 

dari negara untuk melindungi warga negara dengan cara membuat peraturan 

 
76  Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 
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perundang-undangan yang tepat sebagai dasar pelindungan hukum bagi warga negara 

baik untuk konsumen maupun wirausaha lokal itu sendiri, yang mana tujuan akhir dari 

pengaturan perundang-undangan tersebut adalah pelindungan hukum bagi konsumen 

untuk mendapatkan barang atau produk sesuai dengan asas kemanfaatannya, dan bagi 

wirausaha lokal dapat menjual barang atau produk terindikasi geografis secara bebas 

sampai ke manca negara sehingga meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 

sosial bagi wirausaha lokal tersebut. 
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Bagan 4. 
Penjelasan konseptual yang berkaitan dengan pembaruan ide dasar 

pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal  
berorientasi kesejahteraan sosial 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pembaruan Ide Dasar adalah sebuah proses atau cara untuk memperbaharui 
sebuah rancangan pokok bahasan yang tersusun secara baik berupa gagasan 
maupun cita-cita yang memiliki tujuan akhir sebuah perubahan ke arah yang 
yang lebih baik.  

Perlindungan Hukum 
Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap HAM yang dimiliki 
seseorang yang berlandaskan atas ketentuan hukum yang akan bertujuan untuk 
menciptakan kepastian hukum. 

IG merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu barang 
dan atau produk yang yang di pengaruhi oleh faktor alam, faktor manusia 
maupun kombinasi dari kedua faktor tersebut guna memberikan reputasi, 
kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang 
dihasilkan. 
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Wirausaha Lokal adalah Sekelompok orang yang membentuk suatu  
kegiatan usaha mandiri, yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu 

 peluang usaha baru atau usaha baru.  

Kesejahteraan Sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan spiritual, 
sosial dan material dari masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dengan 
baik, mandiri dan menciptakan kesejahteraan sosial untuk masyarakat. 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode penelitian 

yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian yuridis normatif 

adalah penelitian hukum dengan memeriksa bahan pustaka atau informasi pilihan 

sebagai bahan penting untuk penelitian dengan berpedoman pada tulisan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang dipertimbangkan.77 Metode yuridis 

normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang 

mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-

undangan dengan melakukan pengkajian terhadap pasal-pasal dalam UUMIG yang 

berkaitan dengan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal 

berorientasi kesejahteraan sosial. Jenis penelitian ini digunakan atas dasar 

pertimbangan bahwa untuk menganalisa UUMIG saat ini apakah sudah dianggap 

sesuai untuk melindungi kepentingan wirausaha lokal sebagai perwujudan dari 

pemegang hak dari suatu produk atau barang yang terindikasi geografis.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filsafat (Philosophical Approach), 

pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Historis (Historical 

Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perbandingan 

(Comparative Approach) dan pendekatan yang akan datang (Futuristic Approach).  

 

 
77

Jakarta:Rajawali Pers, 2001, Hlm : 13-14.  
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a. Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach) 

Pendekatan filsafat akan mengkaji isu hukum (Legal Issue) dalam penelitian 

normatif dan mengkajinya secara mendalam.78 Pendekatan filsafat digunakan untuk 

mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam Undang-undang Merek dan IG 

serta Peraturan Perundang-undangan diluar Undang-undang Merek dan IG yang 

berkaitan dengan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal 

berorientasi kesejahteraan sosial. 

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Dalam penelitian normatif pendekatan perundang undangan meiliki peran 

penting  dalam menjelaskan isi dari penelitian tersebut. Dalam pendekatan perundang

undangan hal yang akan diteliti adalah mengenai aturan hukum yang menjadi dasar 

dalam penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan 

dalam dunia penulisan diperlukan untuk mengetahui sebab dari terbentuknya udang-

undang tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan dasar permasalahan 

hukum mengenai pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal di 

masa sekarang maupun yang akan datang dalam tataran filosofi UUMIG. Pendekatan 

Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan mempelajari isi dari 

UUMIG yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang berkembang dan memiliki 

hubungan dengan pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal 

 
78 

267. 
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berorientasi kesejahteraan sosial yang mana hasil dari pembahasan tersebut 

merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.79 

c. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan historis dilakukan dengan memaknai latar belakang dari isi hukum 

yang di angkat dari tulisan ini. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang 

berguna untuk mengetahui bahwa adanya nilai-nilai sejarah yang terdapat dalam 

tulisan penelitian yang memiliki hubungan dengan nilai-nilai yang terdapat pada 

peraturan perundang-undangan 80, pendektana ini berfungsi untuk mengetahui sejarah 

maupun arah dari penelitian yang memiliki hubungan dengan perkembangan pada saat 

ini. Pendektanan historis ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejarah awal dari                  

terciptanya pengaturan hukum mengenai IG, perkembangan IG di berbagai negara 

maupun pembaruan hukum mengenai IG di masa yang akan datang. Dengan adanya 

perkembangan historis tentunya akan menumbuhkan penafsiran yang baik antara 

perumusan undang-undang maupun sejarah hukum yang memiliki pemaknaan 

pendapat dari para pakar dari masa lampau yang masih relevan hingga saat ini. 

d.  Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual bukan berasal dari aturan hukum yang ada. Pendekatan 

ini mengarah pada belum adanya pedoman yang sah terhadap permasalahan yang 

dihadapi. Pendekatan konseptual ini mengacu pada standar yang sah. Standar-standar 

ini dapat ditemukan melalui perspektif hukum atau peraturan yang terkait dengan 

 
79  
80 

Yogyakarta, 2021, Hlm : 141. 
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penyegaran pemikiran mendasar tentang pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG 

bagi wirausaha lokal dalam UUMIG.  

Pendekatan konseptual bersumber pada pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam hukum. Melalui penelaahan terhadap pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat dalam hukum, peneliti akan menemukan 

ide-ide yang melahirkan penjelasan hukum hukum, sistem hukum, dan asas-asas 

hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang terjadi. Pendapat dan 

doktrin-doktrin dapat dijadikan dasar bagi peneliti dalam membuat pendapat hukum 

dalam memecahkan permasalahan yang terjadi 81 

e. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membuat perbedaan pengaturan 

hukum. Pendekatan ini menjelaskan tentang melakukan kegiatan Metodologi relatif 

dilakukan dengan memimpin ujian-ujian yang mendekati halal. Pemeriksaan yang 

hampir sah adalah tindakan mempertentangkan hukum suatu negara dengan hukum 

negara lain atau hukum suatu waktu tertentu dengan hukum suatu waktu lain yang 

memiliki tujuan penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu 

untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih.82 Metode perbandingan hukum 

digunakan untuk dapat menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan yang tidak 

terjawab dengan pendekatan hukum KI bidang IG Indonesia. Metode perbandingan 

dilakukan dengan memfokuskan perhatian kepada persamaan dan perbedaan sistem 

 
81 Ibid, Hlm :139.  
82 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, Hlm : 133. 
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hukum yang diperbandingkan. Selanjutnya perbandingan dilakukan untuk mengkaji 

bagaimana sistem hukum yang berbeda mengatasi permasalahan hukum tertentu. 

Metode Perbandingan hukum dilakukan dengan menelusuri sejarah lahir dan 

berkembangnya konsep hukum kepailitan yang berkembang di Indonesia dan 

beberapa negara lain. Perbandingan dilakukan pada konsep hukum KI bidang IG 

Eropa (Inggris), Amerika Serikat dan Asia (India) yang dapat dipertimbangkan untuk 

diadopsi dalam Hukum KI bidang IG Indonesia guna memperjuangkan hak-hak yang 

seharusnya dimiliki oleh pemilik barang atau produk terindikasi geografis guna 

menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi semua pihak yang terkait. 

f. Pendekatan yang akan Datang (Futuristic Approach) 

Merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa 

depan (Futuristic atau Antisipatoris) sehingga diperlukan metode penelitian sosial 

atau metode penelitian sosio legal. Dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti ini 

merupakan kegiatan yang interdisipliner.83 Dalam disertasi ini menggunakan 

pendekatan yang akan datang (Fturistic Approach) mengenai pembaruan hukum di 

masa yang akan datang guna memberikan pembaruan ide dasar pelindungan hukum 

IG bagi wirausaha lokal. 

3. Jenis-Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum  

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan persepsi mengenai apa 

 
83  Pada Akhir Abad Ke-

Bandung, 2006, Hlm :146. 
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yang seyogyanya. Jenis dan sumber bahan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian disertasi ini yaitu: 

A. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan  bahan bahan hukum yang berhubungan 

secara langsung serta terdiri atas: 

1. Norma / kaedah_dasar_Indonesia_yaitu_Pancasila. 

2. Peraturan_dasar,_yaitu_Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Kitab_Undang-undang_Hukum Perdata_KUHPerdata). 

4. Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana_KUHPidana). 

5. Peraturan Perundang-undangan_meliputi : 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang_ Pelindungan 

Konsumen 

b. Undang-undang Republik_Indonesia_Nomor_39 Tahun_1999 tentang_Hak_ 

Asasi Manusia 

c. Undang-undang Republik Indonesia_Nomor_15_Tahun_2001_tentang_Merek. 

d. Undang-undang Republik_Indonesia_Nomor_17_tahun_2007_tentang_rencana 

_pembangunan_jangka_panjang_nasional_tahun pada_tahun_2005-2025. 

e. Undang_undang_Republik_Indonesia_Nomor_20_Tahun_2008_tentang_Usaha_

Mikro Kecil dan menengah. 

f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12_Tahun_2011 tentang_ 

Pembentukan Peraturan_Perundang-undangan. 

g. Undang-undang Republik_Indonesia_Nomor_20_Tahun_2016_tentang_Merek 

dan Indikasi Geografis. 

h. Peraturan_Pemerintah_Nomor_51_Tahun_2007 tentang_IG. 
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i. Peraturan_Menteri_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_Nomor_12_tahun_2019_ 

tentang_Indikasi_Geografis. 

B. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan klarifikasi mengenai bahan-

bahan penting yang sah, misalnya rancangan peraturan, bahan hukum primer, hasil 

kegiatan ilmiah, kesimpulan dari ahli hukum bahkan dokumen pribadi atau definisi 

dari para ahli yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.84 

C. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang berfungsi sebagai pemersatu 

antara bahan hukum primer dan sekunder, contoh dari bahan ini adalah kamus 

bidang hukum dan ensiklopedia.85 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan-Bahan Penelitian  

Pengumpulan bahan bahan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan 

peraturan dan pedoman, menyelidiki bahan pustaka, memahami buku-buku dan 

berbagai sumber yang berkaitan dengan isi dalam penelitian ini.86 Setelah memperoleh 

bahan penelitian dari hasil penelitian kepustakaan, bahan eksplorasi ditangani dengan 

mengorganisasikan bahan ujian yang telah disusun. Sistematisasi menyiratkan 

penataan bahan penelitian agar berfungsi dengan sebagaimana mestinya.87 

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian 

Teknik pengolahan bahan-bahan hukum memakai sistematisasi peraturan dan 

pedoman yang berlaku untuk menyegarkan pemikiran dasar pembaruan ide dasar dari 

 
84  Jakarta, 1991, Hlm :7-8. 
85  
86

56. 
87Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit.,  hlm.251. 
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pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. Setelah 

diperolehnya bahan-bahan sah dari hasil penelitian kepustakaan, maka bahan-bahan 

sah yang diperoleh tersebut diawasi dengan menyusun bahan-bahan sah yang telah 

disusun. Sistematisasi menyiratkan pengelompokan bahan-bahan yang sah untuk 

dikerjakan dengan pekerjaan menganalisis. Mengacu pada tata cara pengolahan 

bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum 

juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan 

mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu: 

a. Tataran Teknis 

Tataran teknis, yaitu mengumpulkan, mengkoordinasikan dan memahami 

berbagai pedoman hukum yang berjenjang untuk menciptakan alasan keaslian dalam 

menguraikan pedoman hukum dengan menerapkan strategi yang konsisten, sehingga 

mereka dikoordinasikan ke dalam kerangka yang jelas. 

b. Tataran Teleologis 

Tataran teleologis, yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi 

hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis 

dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, 

dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya. 

c. Tataran Sistematisasi Eksternal 

Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu menyistematisasi peraturan yang dapat 

dikoordinasikan dengan permintaan dan cara pandang masyarakat, sehingga dapat 

mengevaluasi kembali pemahaman yang ada untuk membentuk pemahaman baru, 

dengan menerapkan teknik interdisipliner atau transdisipliner, lebih spesifiknya 
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menggunakan strategi dan hasil berbagai ilmu pengetahuan manusia lainnya, dengan 

cara yang diharapkan dalam menghadapinya. dengan masa depan (futurologi).88  

6. Teknik Analisis  Bahan-Bahan Penelitian 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis 

penelitian ini dilakukan secara umum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dibedakan. Menguraikan, memahami dan membina bahan-bahan sah yang tidak dapat 

dipisahkan dari berbagai hal yang disebut dalam ilmu hukum yang mempunyai 

kemampuan sebagai dokumen hukum.Adapun hal tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran yang berlandaskan atas undang-

undang, penafsiran ini memberikan penjelasan bahwa kalimat yang dipakai 

merupakan satu-satunya alat yang dipergunakan dalam pembuatan undang-undang 

yang bertujuan untuk menggabungkan keinginan sesuai dengan kalimat yang 

dipergunakan.89 

b. Penafsiran sistematis merupakan perkataan yang digunakan beberapa kali dalam 

suatu pasal maupun undang undang sehingga memiliki pemaknaan yang sama. 

 
88 , Mandar 

Maju : Bandung, 2000, Hlm : 39.  
89  
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c. Penafsiran fungsional merupakan penafsiran bebas yang tidak saling terikat dengan 

kalimat ataupun kata kata peraturan, akan tetapi memiliki pengertian dari 

kebenaran suatu peraturan yang tentunya memberikan penjelasan yang lebih rinci.90 

d. Penafsiran autentik merupakan penafsiran dalam bentuk perundang undang. 

e. Penafsiran interdisipliner merupakan penafsiran yang dilakukan dengan menelaah 

permasalahan yang berhubungan dengan disiplin ilmu hukum.91 

f. Penafsiran teleologis merupakan anggapan mengenai pengertian undang-undang 

yang berlandaskan atas keinginan rakyat.92 

Analisis bahan-bahan hukum yang telah diuraikan di atas terbagi atas: 

1. Analogi (analogis), merupakan bagian dari dasar perundang-undang, dilakukan 

dengan membuat aturan yang terdapat dalam Undang-undang yang dikaitkan 

dengan kejadian yang terdapat dalam Undang-undang yang mana dalam hal ini 

aturan tersebut bukan merupakan isi dari undang-undang.  

2. Penghalusan hukum (Rechtsverfijning), yaitu penghalusan atau persamaan kata 

yang lebih baik dalam kaidah Undang-undang; 

3. Penggunaan Argumentum A Contrario, yaitu memakai suatu pernyataan yang tidak 

digunakan oleh Undang-undang secara terbalik.93 

 
90

Hukum Universitas Sriwijaya, 2007, Hlm : 73. 
91

12.  
92  
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7.Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam disertasi ini menggunakan metode deduktif  yaitu 

dengan mengambil keputusan dari suatu pembahasan secara keseluruhan ke tujuan-

tujuan yang dimaksud, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.94 Dengan 

memanfaatkan teknik ini, prinsip-prinsip hukum umum dijadikan sebagai standar yang 

pasti, sehingga pedoman hukum tertentu dapat diuraikan dan disimpulkan dalam 

aturan-aturan hukum khusus tentang pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi 

wirausaha lokal berorientasi kesejahteraan sosial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
93 -

Universitas Sriwijaya, 1998, Hlm : 158-159.  
94

Persada, 2003, Hlm : 18. 
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Bagan 5. 
Metode penelitian yang menjadi landasan untuk menjelaskan mengenai 

pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal  
berorientasi kesejahteraan sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis 
normatif.  

Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan filsafat, 
pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan 
konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan di masa akan datang 

Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis dan Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 

Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian  
Pengumpulan bahan bahan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan 
peraturan dan pedoman, menyelidiki bahan pustaka, memahami buku-buku 
dan berbagai sumber yang berkaitan dengan isi dalam penelitian ini. 
Setelah memperoleh bahan penelitian dari hasil penelitian kepustakaan, 
bahan eksplorasi ditangani dengan mengorganisasikan bahan ujian yang 
telah disusun. Sistematisasi menyiratkan penataan bahan penelitian agar 
berfungsi dengan sebagaimana mestinya. 

Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian 
Teknik pengolahan bahan-bahan hukum memakai sistematisasi peraturan 
dan pedoman yang berlaku untuk menyegarkan pemikiran dasar 
pembaruan ide dasar dari pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal 
berorientasi kesejahteraan sosial. Setelah diperolehnya bahan-bahan sah 
dari hasil penelitian kepustakaan, maka bahan-bahan sah yang diperoleh 
tersebut diawasi dengan menyusun bahan-bahan sah yang telah disusun. 
Sistematisasi menyiratkan pengelompokan bahan-bahan yang sah untuk 
dikerjakan dengan pekerjaan menganalisis 

Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian 
Teknik analisis dengan melakukan penafsiran penafsiran dan konstruksi 
hukum terhadap bahan penelitian yang diolah 

Metode 
Penelitian 

Teknik Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan dalam disertasi ini menggunakan metode deduktif  yaitu 
dengan mengambil keputusan dari suatu pembahasan secara keseluruhan ke 
tujuan-tujuan yang dimaksud, sehingga dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan. Dengan memanfaatkan teknik ini, prinsip-prinsip hukum umum 
dijadikan sebagai standar yang pasti, sehingga pedoman hukum tertentu dapat 
diuraikan dan disimpulkan dalam aturan-aturan hukum khusus tentang 
pembaruan ide dasar pelindungan hukum IG bagi wirausaha lokal berorientasi 
kesejahteraan sosial. 
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